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Kata Pengantar

Buku ini lahir dari sebuah keprihatinan yang sederhana namun mendalam:
bahwa upaya membangun literasi anti-korupsi di Indonesia terlalu sering berhenti pada
ceramah, imbauan moral, dan tayangan spektakuler penangkapan pelaku, sementara akar
sosial dan kultural dari korupsi itu sendiri jarang disentuh secara serius. Generasi muda kerap
diasumsikan “sudah paham” karena telah mendengar pesan yang sama berulang kali, padahal
pemahaman tidak pernah tumbuh dari hafalan semata.

Sebagai lembaga riset yang sejak awal memosisikan diri dalam kerja-kerja reflektif dan
preventif, Wellbeing Institute memandang literasi anti-korupsi bukan sebagai proses transfer
nilai dari otoritas kepada peserta didik, melainkan sebagai proses pembelajaran sosial—
tempat nalar etis dibentuk, diuji, dan dirawat melalui pengalaman nyata serta dialog sebaya.
Dari keyakinan inilah gagasan Indeks Literasi Anti-Korupsi Generasi Muda (ILAK GM)
dirumuskan.

Magnum opus metodologis ini tidak disusun sebagai laporan keberhasilan program, apalagi
sebagai dokumen pembenaran kebijakan. Sebaliknya, buku ini adalah penjelasan terbuka atas
cara berpikir, cara bertanya, dan cara berhati-hati dalam merancang riset publik terapan yang
menyentuh isu sensitif seperti korupsi. Di dalamnya, pembaca akan menemukan kritik atas
praktik literasi normatif, penjelasan filosofis tentang pembelajaran sebaya, hingga desain
metodologi yang sengaja menolak logika penilaian, pelabelan, dan peringkat.

Penting untuk ditegaskan bahwa ILAK GM merupakan inisiatif kelembagaan, bukan proyek
pesanan. lalahir dari kesadaran bahwa pencegahan korupsi yang bermakna sering kali bersifat
sunyi, tidak segera terlihat hasilnya, dan menuntut kesabaran politik. Karena itu, pendekatan
yang ditawarkan dalam buku ini sengaja dirancang tegas secara epistemik, namun lentur
secara sosial dan institusional, agar dapat dijalankan tanpa merusak martabat peserta didik
maupun integritas sekolah.

Buku ini juga tidak dimaksudkan sebagai resep siap pakai yang harus diikuti secara kaku. la
lebih tepat dibaca sebagai peta reflektif —sebuah rujukan bagi siapa pun yang ingin
memahami bagaimana literasi anti-korupsi dapat dirawat sebagai proses belajar bersama,
terutama di kalangan siswa SLTA, pada skala Kabupaten/Kota hingga nasional. Dengan potensi
sasaran jutaan generasi muda, kehati-hatian metodologis bukanlah pilihan, melainkan
keharusan etis.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini mungkin hadir lebih cepat dari kesiapan banyak
pihak. Namun kami percaya, gagasan yang dijaga dengan jujur akan menemukan
momentumnya sendiri. Semoga buku ini menjadi bagian kecil dari upaya panjang membangun
Indonesia yang lebih berintegritas—bukan melalui penghakiman, melainkan melalui
pembelajaran bersama.

Wellbeing Institute
2026
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BAB | — LATAR BELAKANG DAN KEPRIHATINAN PUBLIK
Mengapa literasi anti-korupsi perlu dibaca ulang

Keprihatinan publik atas korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar kemarahan terhadap kasus-
kasus besar, melainkan kelelahan sosial yang merembes hingga cara warga memandang
institusi, meritokrasi, dan keadilan. Dalam situasi seperti ini, literasi anti-korupsi sering
dipanggil sebagai obat cepat: disisipkan dalam upacara, modul, seminar, atau kampanye
sesaat. Namun kelelahan sosial tidak dapat disembuhkan oleh repetisi pesan normatif. Ketika
kemarahan publik bertemu rutinitas birokrasi, lahirlah paradoks: anti-korupsi ramai disebut,
tetapi daya korektifnya tumpul. Di titik inilah literasi anti-korupsi perlu dibaca ulang—bukan
untuk mengganti nilai, melainkan untuk memperbaiki cara nilai itu dipahami dan dihidupi.

Selama ini, literasi anti-korupsi kerap diperlakukan sebagai pengetahuan yang ditransfer dari
otoritas kepada generasi muda: guru menjelaskan, pejabat menyampaikan, peserta didik
mendengar. Pendekatan ini mengandaikan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya
informasi. Padahal, korupsi bukan semata persoalan tidak tahu, melainkan persoalan
bagaimana seseorang membenarkan tindakan yang sebenarnya ia pahami sebagai keliru.
Karena itu, pertanyaan mendasar bukanlah apakah siswa mengenal definisi korupsi,
melainkan bagaimana mereka belajar membaca dilema, tekanan sosial, dan relasi kuasa yang
membentuk pilihan sehari-hari.

Media sosial memperkuat ilusi bahwa literasi telah berjalan hanya karena publik disuguhi
tayangan penangkapan dan persidangan koruptor. Spektakel semacam ini justru berisiko
melahirkan dua respons ekstrem: sinisme bahwa semua orang pada akhirnya sama, atau
distansi bahwa korupsi adalah urusan elite yang jauh dari kehidupan pribadi. Bagi generasi
muda, anti-korupsi kemudian hadir sebagai drama moral yang menghibur sekaligus
melelahkan, bukan sebagai proses reflektif yang membentuk nalar. Tanpa pembacaan kritis,
literasi tereduksi menjadi tontonan, bukan pembelajaran.

Keprihatinan berikutnya muncul dari kenyataan bahwa praktik korupsi besar hampir selalu
berakar pada normalisasi kecil yang dibiarkan. Di ruang sekolah dan kehidupan remaja,
normalisasi itu hadir dalam bentuk yang tampak sepele: mencontek demi solidaritas, titip
absen agar aman, mengakali aturan asal tidak ketahuan, atau memanfaatkan kedekatan untuk
memperoleh kemudahan. Praktik-praktik ini bukanlah korupsi dalam arti hukum, tetapi
mengandung pola yang sama: penyimpangan dibenarkan atas nama tujuan baik atau tekanan
sosial. Literasi anti-korupsi yang tidak menyentuh wilayah ini kehilangan daya preventifnya.

Banyak program literasi juga secara tidak sadar memosisikan generasi muda sebagai objek
pembinaan moral. Anak muda seolah dipandang sebagai kelompok yang rawan menyimpang
dan perlu diarahkan secara ketat. Cara pandang ini berbahaya karena mengabaikan fakta
bahwa remaja berada pada fase transisi moral, ketika nilai-nilai sedang diuji dan dirumuskan
ulang. Jika ruang belajar dibangun dengan asumsi curiga dan penghakiman, yang tumbuh
bukan integritas, melainkan kepatuhan semu dan kemampuan menyembunyikan keraguan.

Membaca ulang literasi anti-korupsi berarti mengakui bahwa korupsi bukan hanya persoalan
individu yang menyimpang, tetapi persoalan ekologi kebiasaan. Banyak perilaku bertahan
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bukan karena orang tidak tahu bahwa itu salah, melainkan karena lingkungan sosial memberi
toleransi, bahkan penghargaan, pada kelicikan. Anak muda belajar dari apa yang mereka
saksikan: siapa yang cepat berhasil, siapa yang mendapat kemudahan, dan siapa yang justru
dirugikan karena jujur. Tanpa membahas relasi antara pilihan pribadi dan struktur sosial,
literasi akan selalu terasa naif.

Keprihatinan lain adalah kecenderungan menjadikan indeks dan pengukuran sebagai alat
vonis. Dalam praktik administratif, indeks sering berakhir pada peringkat, label, dan rasa malu
publik. Untuk isu sensitif seperti anti-korupsi, pendekatan ini justru mendorong sikap defensif:
sekolah takut dinilai, siswa enggan jujur, dan daerah khawatir dicap buruk. Literasi yang
dibangun di atas rasa takut tidak akan menghasilkan pembelajaran yang tulus. Karena itu,
pendekatan pengukuran perlu dibaca ulang agar berfungsi sebagai cermin reflektif, bukan palu
penghakiman.

Aspek lain yang kerap terabaikan adalah keamanan psikologis peserta didik. Proses belajar etis
selalu dimulai dari wilayah abu-abu: kebingungan, rasa tidak enak, dan ambivalensi. Jika
literasi anti-korupsi tidak menyediakan ruang aman untuk mengungkapkan keraguan tersebut,
maka peserta didik akan memilih diam atau menjawab sesuai ekspektasi. Di titik ini, literasi
berubah menjadi ritual kepatuhan, bukan proses pembentukan nalar.

Dari berbagai keprihatinan tersebut, muncul kebutuhan untuk menggeser pendekatan
menuju pembelajaran sebaya. Dalam ruang dialog yang setara, generasi muda memiliki
kesempatan untuk saling menguji alasan, membongkar rasionalisasi, dan belajar merumuskan
batas secara kolektif. Peer education memungkinkan literasi anti-korupsi hadir sebagai proses
sosial, bukan ceramah satu arah. Pencegahan dipahami sebagai latihan berulang dalam
membaca situasi dan konsekuensi, bukan sebagai pesan moral sekali dengar.

Pada akhirnya, membaca ulang literasi anti-korupsi adalah upaya merawat kewargaan masa
depan. Korupsi tidak akan surut hanya karena generasi muda tahu bahwa ia salah, tetapi
karena mereka memiliki daya tahan sosial terhadap normalisasi penyimpangan. BAB ini
menegaskan bahwa literasi anti-korupsi perlu dipahami sebagai proses belajar yang
manusiawi, reflektif, dan berkelanjutan. Dari sinilah ILAK GM 2026 bertolak: bukan untuk
menghakimi generasi muda, melainkan untuk menemani mereka belajar bernalar secara jujur
di tengah dunia yang penuh kompromi.

1.1 Korupsi sebagai Masalah Kultural, Bukan Sekadar Kejahatan Hukum

Korupsi di Indonesia kerap dipahami terutama sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh individu-individu tertentu. Cara pandang ini menempatkan korupsi dalam ranah legalistik:
ada pelaku, ada pasal, ada sanksi. Pendekatan tersebut penting, tetapi tidak cukup. la hanya
menyentuh permukaan dari persoalan yang jauh lebih dalam, yakni bagaimana korupsi
tumbuh dan diterima dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Dalam praktiknya, banyak tindakan yang secara kultural dianggap “wajar” meskipun secara
etis bermasalah. Relasi timbal balik, rasa sungkan, balas budi, dan loyalitas kelompok sering
kali menjadi justifikasi sosial bagi penyimpangan kecil. Di titik ini, korupsi tidak hadir sebagai
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kejahatan yang disadari, melainkan sebagai kompromi yang terasa rasional dan bahkan
bermoral dalam konteks tertentu.

Budaya semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa. la terbentuk melalui pengalaman kolektif
yang panjang, di mana ketidakadilan struktural, ketimpangan akses, dan lemahnya teladan
publik membuat jalan pintas terlihat lebih masuk akal dibanding proses yang jujur. Ketika
sistem dianggap tidak adil, pelanggaran kecil justru dipersepsikan sebagai strategi bertahan
hidup.

Pendekatan hukum cenderung datang terlambat, yaitu ketika praktik korupsi sudah mengeras
menjadi tindakan besar. Sementara itu, proses kultural yang memungkinkan korupsi tumbuh
sejak awal jarang disentuh. Akibatnya, penindakan berjalan paralel dengan reproduksi nilai
yang sama di tingkat sosial, tanpa pernah benar-benar memutus siklusnya.

Membaca korupsi sebagai masalah kultural berarti memindahkan fokus dari “siapa yang salah”
ke “bagaimana kebiasaan sosial terbentuk”. Ini menuntut perhatian pada bahasa sehari-hari,
lelucon, pembenaran, dan praktik kecil yang secara perlahan menurunkan standar etika
bersama. Tanpa pembacaan ini, upaya pencegahan akan selalu tertinggal satu langkah di
belakang.

Dalam konteks inilah literasi anti-koru psi tidak bisa dibatasi pada pemahaman hukum. la harus
menyentuh dimensi kultural: bagaimana nilai dipelajari, dinegosiasikan, dan dinormalisasi.
Pencegahan yang bermakna justru dimulai dari kesadaran atas proses kultural tersebut, jauh
sebelum hukum perlu turun tangan.

1.2 Kegagalan Pendekatan Literasi Normatif dan Seremonial

Selama bertahun-tahun, literasi anti-korupsi di Indonesia banyak diwujudkan dalam bentuk
ceramah, slogan, dan kegiatan seremonial. Nilai-nilai disampaikan secara normatif: korupsi itu
salah, kejujuran itu benar. Pendekatan ini mengandaikan bahwa pengulangan pesan moral
akan otomatis membentuk perilaku, sebuah asumsi yang tidak sejalan dengan realitas sosial.

Masalah utama dari pendekatan normatif adalah jaraknya dengan pengalaman hidup peserta
didik. Pesan moral sering disampaikan dalam bahasa abstrak dan ideal, sementara keseharian
justru penuh dengan dilema konkret. Ketika pesan dan pengalaman tidak bertemu, literasi
berubah menjadi pengetahuan yang terpisah dari praktik.

Pendekatan seremonial juga cenderung menjadikan literasi sebagai kewajiban administratif.
Kegiatan dilakukan karena harus dilakukan, bukan karena dipahami sebagai proses belajar.
Dalam situasi ini, keberhasilan diukur dari terselenggaranya acara, bukan dari perubahan cara
berpikir atau bernalar peserta.

Kegagalan lain terletak pada sifat satu arah komunikasi. Guru, pejabat, atau narasumber
berbicara; peserta mendengar. Tidak ada ruang yang cukup untuk bertanya, meragukan, atau
menguji nilai dalam konteks nyata. Padahal pembelajaran etis justru membutuhkan dialog dan
ketegangan gagasan.
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Lebih jauh, pendekatan normatif sering kali melahirkan kepatuhan semu. Peserta belajar
mengatakan jawaban yang “benar secara moral”, tetapi tidak pernah benar-benar
menginternalisasi alasan di baliknya. Literasi semacam ini rapuh; ia mudah runtuh ketika
berhadapan dengan tekanan sosial atau insentif pragmatis.

Kegagalan ini menunjukkan bahwa masalah literasi anti-korupsi bukan pada kurangnya pesan,
melainkan pada cara pesan itu dipraktikkan. Membaca ulang literasi berarti berani
meninggalkan kenyamanan ceramah dan beralih pada proses belajar yang lebih dialogis,
reflektif, dan berakar pada pengalaman nyata.

1.3 Generasi Muda dalam Pusaran Normalisasi Sosial

Generasi muda sering diposisikan sebagai harapan masa depan sekaligus sebagai kelompok
yang rawan menyimpang. Namun jarang disadari bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan
sosial yang sarat kontradiksi nilai. Di satu sisi, mereka diajarkan tentang kejujuran; di sisi lain,
mereka menyaksikan praktik-praktik yang justru memberi ganjaran pada kelicikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, normalisasi sosial bekerja secara halus. Tindakan yang awalnya
terasa janggal lama-kelamaan menjadi biasa karena dilakukan bersama-sama. Tekanan
kelompok, keinginan diterima, dan ketakutan dikucilkan membuat banyak kompromi etis
terasa masuk akal. Inilah pusaran yang dihadapi generasi muda.

Sekolah, keluarga, dan ruang digital menjadi arena utama pembelajaran nilai. Namun
ketiganya tidak selalu selaras. Pesan normatif di kelas sering berbenturan dengan praktik di
lingkungan sosial atau narasi populer di media. Generasi muda kemudian belajar memilah:
nilai mana yang ideal dan nilai mana yang “dipakai agar selamat”.

Dalam situasi ini, menyalahkan generasi muda sebagai kurang bermoral adalah
penyederhanaan yang tidak adil. Yang lebih tepat adalah membaca mereka sebagai subjek
yang sedang belajar bernalar di tengah kompleksitas. Mereka bukan peniru pasif, melainkan
penafsir aktif dari realitas sosial yang ambigu.

Normalisasi sosial juga membuat batas antara benar dan salah menjadi kabur. Banyak
tindakan tidak lagi dinilai berdasarkan prinsip, melainkan berdasarkan apakah tindakan itu
umum dilakukan dan diterima. Ketika “semua orang melakukannya” menjadi argumen utama,
daya kritis perlahan melemah.

Karena itu, literasi anti-korupsi yang ditujukan pada generasi muda harus berangkat dari
pemahaman atas pusaran ini. Tanpa menyediakan ruang untuk membongkar normalisasi
sosial, literasi akan gagal menyentuh pengalaman nyata mereka dan kehilangan relevansinya.

1.4 Posisi ILAK GM sebagai Inisiatif Etis Kelembagaan

ILAK GM lahir bukan sebagai respons terhadap mandat kebijakan atau kebutuhan proyek

jangka pendek. la berangkat dari keprihatinan etis kelembagaan bahwa cara kita membangun

literasi anti-korupsi selama ini tidak cukup manusiawi dan tidak cukup preventif. Posisi ini

penting untuk ditegaskan agar ILAK GM tidak dibaca sebagai program biasa.
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Sebagai inisiatif etis, ILAK GM menempatkan integritas metodologi di atas kepentingan
pencitraan atau klaim keberhasilan instan. la tidak dirancang untuk menghasilkan angka yang
memuaskan, melainkan pemahaman yang jujur tentang bagaimana generasi muda bernalar
dan belajar. Kejujuran epistemik menjadi fondasi utama.

ILAK GM juga menolak logika intervensi yang menghakimi. Generasi muda tidak diposisikan
sebagai objek yang harus dinilai atau diperbaiki, melainkan sebagai subjek pembelajaran
bersama. Pendekatan ini menuntut kerendahan hati institusional: mengakui bahwa negara
dan lembaga dewasa pun masih terus belajar.

Dalam konteks kelembagaan, ILAK GM adalah bentuk partisipasi moral dalam kehidupan
publik. la menunjukkan bahwa lembaga riset tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data,
tetapi juga sebagai penjaga kualitas cara berpikir sosial. Peran ini sering kali sunyi, tetapi justru
krusial dalam jangka panjang.

Posisi etis ini juga menjelaskan mengapa ILAK GM tidak dipaksakan untuk segera dijalankan
secara masif. Tanpa sumber daya dan ekosistem yang tepat, pelaksanaan terburu-buru justru
berisiko merusak tujuan awal. Menjaga gagasan agar tetap utuh adalah bagian dari tanggung
jawab etis itu sendiri.

Dengan demikian, ILAK GM berdiri sebagai inisiatif yang siap dijalankan ketika dukungan
memungkinkan, tetapi tidak kehilangan makna meski belum diimplementasikan luas. la
menjadi penanda bahwa literasi anti-korupsi dapat dipikirkan dan dirancang secara lebih
dewasa—sebagai proses belajar sosial, bukan sekadar kewajiban programatik.
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BAB I — KRITIK ATAS PRAKTIK LITERASI ANTI-KORUPSI KONVENSIONAL
Dari Ceramah Menuju Pembelajaran

Praktik literasi anti-korupsi konvensional di Indonesia umumnya dibangun di atas asumsi
bahwa persoalan utama korupsi adalah kurangnya pengetahuan moral. Dari asumsi inilah lahir
pendekatan ceramah: nilai disampaikan, larangan ditegaskan, dan peserta didik diharapkan
patuh. Pendekatan ini tampak logis, tetapi ia menyederhanakan persoalan secara berlebihan.
Korupsi tidak tumbuh karena orang tidak tahu bahwa ia salah, melainkan karena orang belajar
membenarkan yang salah dalam situasi tertentu.

Ceramah menempatkan relasi belajar secara hierarkis. Ada pihak yang dianggap sudah benar
dan berhak mengajar, serta ada pihak yang diasumsikan belum paham dan harus mendengar.
Dalam konteks anti-korupsi, relasi ini problematik karena menutup ruang refleksi kritis.
Peserta didik tidak diajak berpikir, melainkan diarahkan untuk menyetujui. Ketika literasi
dibangun di atas kepatuhan, bukan pemahaman, maka hasilnya rapuh dan mudah runtuh saat
otoritas tidak hadir.

Kritik berikutnya adalah sifat abstrak pesan normatif. Nilai seperti kejujuran, integritas, dan
tanggung jawab sering disampaikan dalam bahasa ideal yang terlepas dari pengalaman
konkret peserta. Sementara itu, kehidupan sehari-hari justru penuh dilema abu-abu yang
tidak pernah dibahas. Akibatnya, literasi anti-korupsi terasa tidak relevan dengan realitas yang
dihadapi, dan nilai-nilai yang diajarkan gagal berfungsi sebagai panduan praktis.

Praktik seremonial memperparah persoalan ini. Literasi anti-korupsi dijadikan agenda rutin
yang diukur dari terselenggaranya kegiatan, bukan dari proses belajar yang terjadi. Spanduk,
deklarasi, dan penandatanganan komitmen sering kali menggantikan dialog substantif. Dalam
situasi ini, literasi berubah menjadi simbol kepatuhan institusional, bukan pengalaman belajar
yang bermakna bagi peserta didik.

Pendekatan konvensional juga cenderung menghindari ketegangan. Diskusi tentang dilema
nyata sering dianggap berisiko, karena bisa membuka kontradiksi antara nilai yang diajarkan
dan praktik yang terjadi. Akibatnya, literasi anti-korupsi disterilkan dari konflik dan ambiguitas.
Padahal justru di situlah pembelajaran etis seharusnya dimulai: ketika nilai diuji oleh
kenyataan, bukan hanya dihafalkan.

Ceramah anti-korupsi sering menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai “jawaban benar
sosial”. Peserta didik belajar mengatakan hal yang diharapkan, bukan hal yang mereka pikirkan.
Mereka tahu kapan harus menyatakan setuju bahwa korupsi itu salah, tetapi tidak pernah
benar-benar diajak mengurai mengapa dan dalam kondisi apa pembenaran muncul. Literasi
semacam ini menciptakan kepatuhan verbal tanpa transformasi nalar.

Lebih jauh, pendekatan konvensional kerap gagal membaca konteks generasi muda yang
hidup dalam ekosistem digital. Informasi, nilai, dan pembenaran berseliweran di media sosial
dengan kecepatan tinggi. Ceramah yang bersifat satu arah dan statis kalah relevan dibanding
percakapan horizontal yang terus berlangsung di antara sesama remaja. Tanpa memahami
dinamika ini, literasi anti-korupsi akan selalu tertinggal dari realitas sosial peserta didik.

|
DEMOKRASI DAN SENI MEMAKNAI DATA




Kritik lain yang penting adalah kecenderungan menyamakan literasi dengan indoktrinasi.
Ketika tujuan utama adalah memastikan peserta “setuju”, maka proses belajar berubah
menjadi penanaman sikap yang tidak boleh dipertanyakan. Padahal pembelajaran etis yang
matang justru membutuhkan ruang untuk berbeda pendapat, ragu, bahkan menolak. Tanpa
ruang ini, literasi anti-korupsi berisiko melahirkan kepatuhan dangkal yang mudah berubah
menjadi sinisme.

Dari berbagai kelemahan tersebut, menjadi jelas bahwa persoalan literasi anti-korupsi bukan
pada kurangnya niat baik, melainkan pada paradigma pembelajarannya. Ceramah dan
seremonial mungkin mudah dilaksanakan dan aman secara administratif, tetapi keduanya
tidak membangun kapasitas bernalar. Pencegahan yang sejati tidak lahir dari ketakutan atau
kepatuhan, melainkan dari pemahaman yang tumbuh melalui dialog dan refleksi.

Karenaitu, kritik atas praktik konvensional ini bukan ajakan untuk meniadakan nilai, melainkan
untuk mengubah cara nilai itu dipelajari. Dari ceramah menuju pembelajaran berarti
menggeser fokus dari “apa yang harus dikatakan” ke “bagaimana orang belajar memahami
dan menegosiasikan nilai dalam hidupnya”. Di sinilah fondasi bagi pendekatan baru—seperti
pembelajaran sebaya—menjadi relevan dan mendesak.

2.1 Literasi sebagai Transfer Nilai Satu Arah

Praktik literasi anti-korupsi yang dominan masih bertumpu pada asumsi bahwa nilai dapat
dipindahkan secara langsung dari pihak yang dianggap “benar” kepada pihak yang dianggap
“belum paham”. Dalam kerangka ini, literasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan
moral dari guru, pejabat, atau narasumber kepada peserta didik. Hubungan belajar dibangun
secara hierarkis, bukan dialogis.

Model transfer nilai satu arah ini mengandaikan bahwa persoalan etika selesai ketika pesan
telah disampaikan. Padahal, pemahaman etis tidak bekerja seperti pengetahuan faktual. Nilai
tidak bisa sekadar ditanamkan; ia harus ditafsirkan, diuji, dan dinegosiasikan dalam konteks
pengalaman hidup masing-masing individu.

Dalam praktiknya, pendekatan satu arah cenderung menutup ruang bertanya. Keraguan,
ketidaksetujuan, atau kebingungan peserta didik sering dipersepsikan sebagai tanda
kurangnya moral, bukan sebagai bagian alami dari proses belajar. Akibatnya, peserta belajar
menyembunyikan pertanyaan, bukan mengolahnya.

Transfer nilai juga sering mengabaikan fakta bahwa peserta didik sudah membawa nilai,
pengalaman, dan pembenaran sendiri ke dalam ruang belajar. Literasi satu arah gagal
membaca bahwa proses belajar sejati justru terjadi ketika nilai yang dibawa peserta
dipertemukan dengan nilai yang ditawarkan, lalu diuji secara kritis.

Pendekatan ini berisiko melahirkan kepatuhan simbolik. Peserta didik belajar mengulang kata-
kata yang benar secara sosial, tetapi tidak pernah menginternalisasi alasan dan
konsekuensinya. Nilai menjadi slogan, bukan kompas bernalar.
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Karena itu, kritik atas literasi sebagai transfer nilai satu arah bukan penolakan terhadap nilai
anti-korupsi, melainkan penolakan terhadap cara belajar yang menafikan proses berpikir.
Literasi yang matang menuntut pergeseran dari penyampaian menuju pembelajaran bersama.

2.2 Figur Koruptor dan Efek Spektakel Media

Media massa dan media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik
tentang korupsi. Penangkapan, sidang, dan gaya hidup koruptor disajikan sebagai tontonan
yang dramatis dan berulang. Dalam banyak program literasi, figur koruptor ini dijadikan
contoh utama untuk menanamkan pesan moral.

Masalahnya, pendekatan berbasis figur dan spektakel cenderung menyederhanakan korupsi
menjadi persoalan individu jahat. Korupsi dipersonifikasikan pada tokoh tertentu, sementara
proses sosial yang memungkinkan praktik tersebut tumbuh nyaris tidak dibahas. Literasi pun
berhenti pada siapa yang salah, bukan bagaimana kesalahan itu menjadi mungkin.

Efek lain dari spektakel adalah desensitisasi. Paparan berulang terhadap kasus besar dapat
membuat generasi muda kebal secara emosional. Alih-alih membangkitkan kesadaran kritis,
tontonan tersebut justru memicu kelelahan, sinisme, atau sikap masa bodoh.

Spektakel juga menciptakan jarak psikologis. Koruptor digambarkan sebagai “orang lain” yang
jauh dari kehidupan sehari-hari siswa. Akibatnya, anti-korupsi dipahami sebagai isu elite,
bukan persoalan yang relevan dengan pilihan kecil dalam keseharian.

Dalam konteks literasi, penggunaan figur koruptor sering gagal mengajak peserta didik
merefleksikan diri. Pesan moral berhenti pada kecaman, bukan pembelajaran. Yang tumbuh
adalah rasa marah atau jijik, bukan kapasitas bernalar etis.

Kritik terhadap efek spektakel ini menegaskan perlunya memindahkan fokus literasi dari tokoh
dan drama menuju proses dan konteks. Tanpa itu, literasi anti-korupsi akan terus terjebak
pada tontonan, bukan pembentukan kesadaran.

2.3 Moralitas Instan dan Hilangnya Proses Bernalar

Pendekatan konvensional literasi anti-korupsi sering menawarkan moralitas instan:
pernyataan tegas tentang benar dan salah tanpa proses penalaran yang menyertainya. Peserta
didik diajak menyetujui kesimpulan, bukan memahami jalan berpikir yang mengarah ke sana.

Moralitas instan tampak efektif karena cepat dan jelas. Namun kejelasan semacam ini justru
menutupi kompleksitas situasi nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan etis jarang
hadir dalam bentuk hitam-putih; ia muncul sebagai dilema yang melibatkan kepentingan,
relasi, dan risiko sosial.

Ketika proses bernalar dihilangkan, peserta didik tidak belajar bagaimana sampai pada sebuah
keputusan etis. Mereka hanya belajar hasil akhirnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada
situasi baru yang tidak persis sama dengan contoh yang diajarkan, mereka kehilangan
pegangan.

|
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Moralitas instan juga mendorong ketergantungan pada otoritas. Benar dan salah ditentukan
dari luar, bukan dari proses refleksi internal. Ini berbahaya dalam jangka panjang karena
melemahkan otonomi moral generasi muda.

Lebih jauh, pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa kesalahan sering lahir dari pembenaran
bertahap, bukan dari niat jahat sejak awal. Tanpa memahami proses pembenaran tersebut,
pencegahan menjadi dangkal.

Karena itu, literasi anti-korupsi perlu bergerak dari moralitas instan menuju pembelajaran
bernalar. Yang penting bukan hanya mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi memahami
bagaimana dan mengapa seseorang bisa tergelincir membenarkannya.

2.4 Dampak Psikologis dan Sosial pada Generasi Muda

Pendekatan literasi anti-korupsi yang normatif dan menghakimi memiliki dampak psikologis
yang sering luput diperhatikan. Generasi muda dapat merasa dicurigai, diinterogasi, atau
diposisikan sebagai calon pelaku. Perasaan ini menggerus rasa aman dalam proses belajar.

Dalam situasi sepertiitu, siswa cenderung memilih strategi aman: diam, mengikuti arus, atau
menjawab sesuai ekspektasi. Kejujuran menjadi risiko, bukan nilai. Literasi yang seharusnya
membangun keberanian moral justru melatih kehati-hatian sosial yang berlebihan.

Secara sosial, pendekatan ini dapat memperkuat budaya kepura-puraan. Di ruang formal, nilai
anti-korupsi diucapkan dengan lantang; di ruang informal, praktik normalisasi tetap
berlangsung. Kesenjangan ini membentuk habitus ganda yang sulit dikoreksi.

Tekanan untuk tampil bermoral juga dapat memicu kecemasan. Generasi muda belajar bahwa
kesalahan kecil bisa ditafsirkan sebagai cacat karakter. Alih-alih belajar, mereka justru takut
gagal dan enggan berefleksi.

Dalam jangka panjang, dampak ini berbahaya bagi pembentukan kewargaan. Individu yang
terbiasa menyembunyikan keraguan tidak akan berkembang menjadi warga yang kritis dan
berani bersuara.

Karena itu, kritik atas dampak psikologis dan sosial ini menegaskan bahwa literasi anti-korupsi
harus dibangun di atas rasa aman dan kepercayaan. Tanpa itu, literasi tidak akan membentuk
integritas, melainkan sekadar kepatuhan permukaan.
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BAB Il — LANDASAN FILOSOFIS DAN EPISTEMIK ILAK GM
Merawat cara mengetahui, bukan memaksakan kebenaran

BAB ini menegaskan bahwa persoalan utama literasi anti-korupsi bukan terletak pada
kekurangan nilai moral, melainkan pada cara pengetahuan tentang nilai itu dibangun,
diwariskan, dan dihidupi. ILAK GM tidak berangkat dari asumsi bahwa kebenaran etis harus
ditanamkan secara paksa, tetapi dari keyakinan bahwa cara mengetahui jauh lebih
menentukan daripada isi kebenaran yang dipaksakan. Di sinilah fondasi filosofis dan
epistemik ILAK GM diletakkan.

Secara filosofis, ILAK GM memandang korupsi sebagai fenomena relasional, bukan sekadar
deviasi individual. Tindakan koruptif tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari relasi sosial,
struktur insentif, bahasa pembenaran, dan kebiasaan yang dipelajari secara kolektif. Karena
itu, memahami korupsi berarti memahami proses sosial yang membentuk nalar individu.
Pendekatan ini menolak pandangan moralistik yang memisahkan pelaku dari konteks, karena
pemisahan tersebut justru menutupi mekanisme reproduksi korupsi itu sendiri.

Dari sisi epistemik, ILAK GM menolak gagasan bahwa pengetahuan etis dapat diperoleh
melalui transfer informasi satu arah. Pengetahuan tentang benar—salah bukanlah objek yang
bisa dipindahkan, melainkan hasil dari proses penalaran yang terus-menerus diuji dalam
pengalaman. Dalam kerangka ini, literasi dipahami sebagai kapasitas untuk membaca situasi,
mengenali dilema, dan menimbang konsekuensi, bukan sekadar kemampuan mengulang
definisi atau slogan moral.

ILAK GM juga berpijak pada pemahaman bahwa ketidaktahuan moral tidak selalu bersifat
absolut. Sering kali, individu “tahu” bahwa sesuatu itu salah, tetapi tetap melakukannya
karena pembenaran sosial terasa lebih kuat daripada larangan normatif. Epistemologi ILAK
GM berangkat dari wilayah abu-abu ini: ruang di mana pengetahuan, emosi, tekanan sosial,
dan kepentingan saling berkelindan. Merawat cara mengetahui berarti membuka ruang untuk
membicarakan ambiguitas tersebut secara jujur, bukan menekannya demi konsistensi moral
semu.

Dalam kerangka ini, kebenaran tidak diposisikan sebagai dogma yang harus diterima,
melainkan sebagai hasil dialog yang selalu terbuka untuk diuji. ILAK GM tidak menafikan
adanya nilai universal seperti kejujuran dan keadilan, tetapi menolak cara penyampaiannya
yang menutup kemungkinan bertanya. Kebenaran etis justru menjadi kuat ketika ia dipahami
melalui proses bernalar, bukan ketika ia dipaksakan melalui otoritas.

Pendekatan filosofis ini membawa konsekuensi penting: pembelajaran anti-korupsi harus
menyediakan ruang aman bagi ketidaksepakatan, keraguan, dan refleksi kritis. Dalam
epistemologi ILAK GM, keraguan bukan ancaman, melainkan pintu masuk pembelajaran.
Kesalahan bukan aib moral, melainkan kesempatan memahami bagaimana pembenaran
bekerja. Tanpa ruang ini, literasi hanya akan melahirkan kepatuhan verbal.

ILAK GM juga menempatkan generasi muda sebagai subjek epistemik yang aktif. Mereka
bukan wadah kosong yang harus diisi nilai, melainkan individu yang sudah memiliki kerangka
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berpikir, pengalaman, dan intuisi moral. Tugas literasi bukan menggantikan kerangka tersebut,
tetapi membantu mereka menyadari, menguji, dan menyempurnakannya. Pendekatan ini
menghormati martabat intelektual generasi muda sekaligus menantang mereka untuk
bertanggung jawab atas pilihan bernalar mereka sendiri.

Dalam konteks riset publik terapan, landasan epistemik ini berarti data tidak diperlakukan
sebagai kebenaran final. Data ILAK GM dibaca sebagai jejak proses belajar sosial, bukan
sebagai ukuran moral yang membeku. Angka, narasi, dan temuan dipahami sebagai bahan
refleksi yang selalu terbuka untuk koreksi, perdebatan, dan pembelajaran lanjutan. Dengan
demikian, riset tidak menjadi alat vonis, tetapi sarana memahami dinamika sosial secaralebih
jujur.

Merawat cara mengetahui juga berarti menyadari keterbatasan metodologi. ILAK GM secara
sadar mengakui bahwa tidak semua dimensi moral dapat diukur, dan tidak semua
pembelajaran dapat diringkas menjadi skor. Pengakuan atas keterbatasan ini bukan
kelemahan, melainkan sikap epistemik yang rendah hati. Dalam isu kompleks seperti korupsi,
kerendahan hati metodologis justru menjadi syarat etis.

Pada akhirnya, BAB ini menegaskan bahwa kekuatan ILAK GM tidak terletak pada klaim
kebenaran yang mutlak, melainkan pada kesetiaan merawat proses belajar. Dengan
menempatkan cara mengetahui sebagai pusat perhatian, ILAK GM berupaya membangun
literasi anti-korupsi yang tahan uji, kontekstual, dan manusiawi. Inilah fondasi filosofis yang
memungkinkan pencegahan korupsi dipahami bukan sebagai kewajiban moral yang
dipaksakan, tetapi sebagai kemampuan bernalar yang tumbuh bersama.

3.1 Korupsi sebagai Proses Sosial yang Dipelajari

Korupsi dalam kerangka ILAK GM tidak dipahami sebagai sifat bawaan individu atau semata-
mata pilihan sadar untuk berbuat jahat. la dipandang sebagai proses sosial yang dipelajari
secara bertahap melalui interaksi, pengamatan, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan.
Seseorang tidak tiba-tiba menjadi koruptif; ia belajar apa yang dianggap wajar, aman, dan
menguntungkan dalam konteks sosial tertentu.

Proses belajar ini sering kali berlangsung tanpa disadari. Individu mengamati bagaimana orang
lain menyiasati aturan, bagaimana pelanggaran kecil ditoleransi, dan bagaimana keberhasilan
sering kali diraih melalui jalur informal. Dari situ terbentuk pemahaman implisit tentang apa
yang “boleh”, “dimaklumi”, atau “bisa dinegosiasikan”. Korupsi, dalam pengertian ini, adalah
hasil internalisasi norma sosial yang menyimpang.

Penting dicatat bahwa proses sosial ini tidak selalu disertai niat buruk. Banyak pembenaran
lahir dari keinginan menjaga relasi, menghindari konflik, atau bertahan dalam sistem yang
dirasakan tidak adil. Justru karena itu, korupsi menjadi sulit dicegah jika hanya dipahami
sebagai kejahatan individual. Tanpa membaca proses belajar sosial di baliknya, pencegahan
akan selalu datang terlambat.
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Dalam konteks generasi muda, proses pembelajaran sosial ini sudah dimulai sejak dini.
Sekolah, keluarga, dan lingkungan pergaulan menjadi ruang utama tempat nilai dinegosiasikan.
Anak muda belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang dilakukan dan
ditoleransi. Ketika ada jarak antara nilai formal dan praktik nyata, proses belajar sosial
cenderung mengikuti praktik yang terlihat berhasil.

Pendekatan ILAK GM berangkat dari kesadaran bahwa memutus proses ini tidak bisa dilakukan
dengan larangan semata. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menyadari bagaimana
proses belajar itu bekerja. Dengan memahami korupsi sebagai proses sosial yang dipelajari,
literasi anti-korupsi dapat diarahkan pada upaya membongkar mekanisme normalisasi, bukan
sekadar mengecam hasil akhirnya.

Dengan demikian, pencegahan tidak lagi dipahami sebagai upaya menghentikan individu
“nakal”, melainkan sebagai upaya mengintervensi proses sosial yang membentuk nalar kolektif.
Inilah fondasi penting bagi pendekatan pembelajaran sebaya yang ditawarkan ILAK GM.

3.2 Literasi sebagai Kemampuan Membaca Dilema

Dalam kerangka filosofis ILAK GM, literasi tidak didefinisikan sebagai penguasaan definisi atau
hafalan norma, melainkan sebagai kemampuan membaca dilema. Dilema adalah situasi di
mana tidak ada pilihan yang sepenuhnya bebas dari risiko, tekanan, atau konsekuensi sosial.
Justru di wilayah inilah keputusan etis nyata diambil.

Kehidupan sehari-hari generasi muda penuh dengan dilema semacam ini. Menolak ajakan
mencontek bisa berarti dikucilkan. Bersikap jujur bisa berujung pada kerugian personal.
Mengikuti arus sering terasa lebih aman daripada mempertahankan prinsip. Literasi anti-
korupsi yang tidak menyentuh dilema ini akan terasa jauh dan tidak relevan.

Kemampuan membaca dilema berarti mampu mengenali kepentingan yang saling
bertabrakan, relasi kuasa yang bermain, serta pembenaran yang muncul di kepala sendiri. Ini
bukan kemampuan yang muncul dengan sendirinya. la perlu dilatih melalui refleksi, diskusi,
dan keberanian mengakui ambiguitas.

Pendekatan normatif sering kali menghindari dilema karena dianggap membingungkan atau
berbahaya. Sebaliknya, ILAK GM justru menjadikan dilema sebagai bahan utama
pembelajaran. Dengan membahas dilema secara terbuka, peserta belajar bahwa kebingungan
bukan tanda kegagalan moral, melainkan titik awal penalaran etis.

Literasi sebagai kemampuan membaca dilema juga membantu generasi muda memahami
bahwa pilihan etis selalu memiliki biaya. Kejujuran bukan hanya soal benar-salah, tetapi juga
soal keberanian menanggung konsekuensi. Dengan kesadaran ini, integritas tidak lagi
dipahami secara naif, melainkan sebagai keputusan sadar dalam konteks sosial yang nyata.

Melalui pendekatan ini, literasi anti-korupsi menjadi lebih realistis dan membumi. la tidak
menjanjikan kemurnian moral,

3.3 Pengetahuan sebagai Hasil Dialog Sebaya
|
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ILAK GM menempatkan dialog sebaya sebagai mekanisme utama pembentukan pengetahuan
etis. Pengetahuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang dimiliki sepenuhnya oleh otoritas,
melainkan sebagai hasil interaksi antarindividu yang saling berbagi pengalaman, argumen, dan
keraguan. Dalam dialog, pengetahuan diuji, bukan diwariskan secara sepihak.

Dialog sebaya memiliki keunggulan epistemik karena menghadirkan kesetaraan. Peserta tidak
merasa sedang dinilai atau diinterogasi. Mereka lebih berani mengungkapkan pikiran yang
jujur, termasuk pembenaran yang biasanya disembunyikan dalam ruang formal. Kejujuran
inilah yang menjadi prasyarat pembelajaran etis yang bermakna.

Dalam dialog, peserta belajar bahwa pengalaman mereka tidak tunggal. Mereka mendengar
bagaimana orang lain menghadapi dilema serupa dengan pilihan berbeda. Proses ini
memperluas horizon berpikir dan membuka kemungkinan koreksi diri. Pengetahuan tumbuh
dari perbandingan dan refleksi bersama, bukan dari instruksi.

Dialog sebaya juga memungkinkan munculnya ketegangan produktif. Perbedaan pandangan
tidak segera diselesaikan dengan jawaban benar-salah, tetapi dibiarkan menjadi bahan diskusi.
Ketegangan ini penting karena memaksa peserta untuk merumuskan alasan, bukan sekadar
mengikuti intuisi atau kebiasaan.

Dalam konteks ini, peran fasilitator bukan sebagai pemberi kebenaran, melainkan penjaga
ruang dialog. Fasilitator memastikan keamanan psikologis, menjaga arah diskusi, dan
membantu peserta merefleksikan proses berpikir mereka sendiri. Pengetahuan yang
dihasilkan tetap milik peserta, bukan milik fasilitator.

Dengan memposisikan pengetahuan sebagai hasil dialog sebaya, ILAK GM membangun literasi
anti-korupsi yang partisipatif dan demokratis. Proses belajar menjadi cerminan dari
kewargaan yang diharapkan tumbuh di masa depan.

3.4 Pencegahan sebagai Pembelajaran Jangka Panjang

Dalam banyak kebijakan, pencegahan dipahami sebagai intervensi dini yang cepat dan terukur.
ILAK GM mengajukan pemahaman yang berbeda: pencegahan adalah proses pembelajaran
jangka panjang yang tidak selalu menghasilkan dampak instan. la bekerja secara perlahan,
melalui perubahan cara berpikir dan bernalar.

Korupsi sebagai proses sosial tidak bisa dicegah dengan satu kali kegiatan atau satu modul
pelatihan. Pencegahan yang bermakna membutuhkan pengulangan, konsistensi, dan ruang
refleksi yang terus diperbarui. Literasi anti-korupsi harus dipahami sebagai perjalanan belajar,
bukan sebagai target yang sekali dicapai lalu selesai.

Pendekatan jangka panjang ini menuntut kesabaran institusional. Hasilnya mungkin tidak
langsung terlihat dalam bentuk angka atau penurunan kasus. Namun dampaknya terletak
pada terbentuknya daya tahan sosial: kemampuan individu dan kelompok untuk menolak
normalisasi penyimpangan dalam berbagai situasi.
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Dalam kerangka ini, kegagalan kecil bukanlah tanda bahwa pencegahan tidak berhasil. Justru
dari kegagalan itulah pembelajaran terjadi. Generasi muda belajar mengenali titik rapuh
mereka sendiri dan memahami bagaimana pembenaran bekerja. Proses ini jauh lebih
berharga daripada kepatuhan semu yang rapuh.

Pencegahan sebagai pembelajaran jangka panjang juga berarti menerima bahwa konteks
sosial akan terus berubah. Tantangan etis yang dihadapi generasi muda hari ini berbeda
dengan generasi sebelumnya. Karena itu, literasi anti-korupsi harus adaptif, terbuka untuk
koreksi, dan terus diperbarui.

Dengan menempatkan pencegahan sebagai proses belajar berkelanjutan, ILAK GM menolak
logika instan dan simbolik. la menawarkan pendekatan yang lebih rendah hati, tetapi justru
lebih tahan lama dalam membangun integritas sosial.
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BAB IV — ILAK GM SEBAGAI RISET PUBLIK TERAPAN
Dari Gagasan Etis ke Desain Riset

BAB ini menjelaskan bagaimana ILAK GM bergerak dari keprihatinan etis menuju rancangan
riset publik terapan yang dapat dijalankan secara nyata, hati-hati, dan bertanggung jawab.
Peralihan ini penting karena gagasan etis, sekuat apa pun, tidak akan berdampak jika tidak
diterjemahkan ke dalam desain riset yang operasional, sahih secara metodologis, dan dapat
diterima dalam tata kelola publik.

ILAK GM sejak awal tidak diposisikan sebagai riset akademik murni yang bertujuan menguiji
teori atau menghasilkan generalisasi ilmiah abstrak. la dirancang sebagai riset publik terapan,
yakni riset yang bekerja di ruang kebijakan, pendidikan, dan kehidupan sosial nyata.
Konsekuensinya, desain ILAK GM harus menjawab dua tuntutan sekaligus: menjaga integritas
epistemik dan mengelola sensitivitas sosial-politik isu korupsi, khususnya ketika subjeknya
adalah generasi muda.

Sebagai riset publik terapan, ILAK GM tidak berangkat dari pertanyaan “seberapa korup
generasi muda”, melainkan dari pertanyaan “bagaimana generasi muda memahami,
membenarkan, dan menolak praktik-praktik yang berpotensi koruptif dalam keseharian
mereka”. Pergeseran pertanyaan ini menentukan seluruh desain riset. Fokusnya bukan pada
penilaian moral, tetapi pada pembacaan proses sosial dan nalar etis yang sedang terbentuk.

Dalam kerangka ini, indeks dalam ILAK GM tidak dipahami sebagai alat ukur final yang
menghasilkan peringkat atau label. Indeks diposisikan sebagai perangkat bantu refleksi yang
merekam pola nalar, area rawan normalisasi, dan dinamika perubahan cara berpikir sebelum
dan sesudah proses pembelajaran sebaya. Dengan demikian, data tidak dibekukan sebagai
kebenaran, tetapi dibiarkan hidup sebagai bahan pembelajaran berulang.

Desain riset ILAK GM juga secara sadar menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif
dalam bentuk yang saling menguatkan. Instrumen berbasis skenario digunakan untuk
memetakan kecenderungan nalar, sementara diskusi sebaya dan refleksi kolektif digunakan
untuk memahami makna di balik pilihan jawaban. Kombinasi ini memungkinkan riset
menangkap kompleksitas tanpa terjebak pada angka semata.

Sebagai riset publik, ILAK GM menempatkan konteks lokal sebagai elemen penting.
Pelaksanaan pada tingkat Kabupaten/Kota memungkinkan pembacaan yang lebih sensitif
terhadap budaya sekolah, dinamika sosial daerah, dan variasi pengalaman generasi muda.
Desain ini menghindari generalisasi tergesa-gesa dan memberi ruang bagi pembelajaran
kontekstual yang lebih kaya.

ILAK GM juga dirancang dengan prinsip kehati-hatian etis yang ketat. Subjek riset tidak
diposisikan sebagai objek evaluasi, melainkan sebagai peserta pembelajaran. Kerahasiaan,
non-labeling, dan keamanan psikologis menjadi bagian inheren dari desain, bukan tambahan
belakangan. Tanpa prinsip ini, riset justru berisiko mereproduksi ketakutan dan kepura-puraan
yang ingin dikritiknya.
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Dalam menerjemahkan gagasan etis ke desain riset, ILAK GM menolak logika “hasil cepat”.
Riset ini tidak menjanjikan indikator instan penurunan korupsi atau klaim keberhasilan
spektakuler. Sebaliknya, ia menawarkan peta pembelajaran sosial yang dapat digunakan
secara bertahap oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk
merawat proses pencegahan jangka panjang.

BAB ini menegaskan bahwa kekuatan ILAK GM terletak pada konsistensi antara nilai dan
metode. Gagasan etis tentang anti-korupsi sebagai pembelajaran sosial diterjemahkan secara
utuh ke dalam desain riset yang reflektif, adaptif, dan bertanggung jawab. Dengan cara ini,
riset publik terapan tidak menjadi alat legitimasi, melainkan sarana belajar bersama.

Pada akhirnya, ILAK GM menunjukkan bahwa riset publik terapan dapat menjadi jembatan
antara keprihatinan moral dan praktik kebijakan yang lebih manusiawi. Dari gagasan etis ke
desain riset, yang dijaga bukan hanya ketepatan metode, tetapi juga martabat subjek dan
kejujuran cara mengetahui.

4.1 Perbedaan Riset Akademik dan Riset Publik Terapan

Riset akademik dan riset publik terapan memiliki tujuan, logika kerja, dan ukuran keberhasilan
yang berbeda. Riset akademik terutama diarahkan untuk pengembangan teori, pengujian
hipotesis, dan kontribusi pada khazanah keilmuan. Validitasnya diukur melalui konsistensi
metodologis, ketepatan analisis, dan pengakuan komunitas akademik. Dalam kerangka ini,
konteks sosial sering kali diperlakukan sebagai variabel yang harus dikendalikan agar temuan
dapat digeneralisasi.

Sebaliknya, riset publik terapan berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan
institusi publik. Tujuan utamanya bukan menghasilkan kebenaran teoretis yang universal,
melainkan menyediakan pemahaman yang berguna untuk pembelajaran kebijakan dan
perbaikan praktik sosial. Keberhasilan riset publik terapan diukur dari relevansinya,
keterbacaan hasilnya oleh pemangku kepentingan, serta kemampuannya memicu refleksi dan
koreksi kebijakan.

Dalam konteks isu sensitif seperti korupsi, perbedaan ini menjadi sangat penting. Pendekatan
akademik yang terlalu abstrak berisiko menjauh dari pengalaman hidup subjek, sementara
pendekatan administratif yang terlalu pragmatis berisiko menyederhanakan realitas. Riset
publik terapan berupaya menempati ruang tengah: cukup ketat secara metodologis, tetapi
tetap peka terhadap kompleksitas sosial.

ILAK GM secara sadar memilih jalur riset publik terapan. la tidak bertanya untuk membuktikan
teori tentang moralitas generasi muda, tetapi untuk memahami bagaimana nalar etis
terbentuk dalam konteks nyata pendidikan dan pergaulan. Pilihan ini menuntut desain yang
fleksibel, dialogis, dan terbuka terhadap koreksi.

Perbedaan lain terletak pada relasi dengan subjek. Dalam riset akademik, subjek sering
diposisikan sebagai sumber data. Dalam riset publik terapan, subjek diperlakukan sebagai
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mitra pembelajaran. ILAK GM mengadopsi posisi kedua, karena tujuan utamanya adalah
pencegahan dan pembelajaran sosial, bukan penilaian eksternal.

Dengan memahami perbedaan ini, ILAK GM dapat dibaca secara tepat: bukan sebagai riset
yang mencari kebenaran final tentang generasi muda, melainkan sebagai upaya sistematis
untuk memahami proses belajar sosial dan membuka ruang perbaikan berkelanjutan.

4.2 ILAK GM sebagai Infrastruktur Pembelajaran Sosial

ILAK GM tidak dirancang sebagai program sekali jalan, melainkan sebagai infrastruktur
pembelajaran sosial. Infrastruktur di sini dimaknai bukan sebagai bangunan fisik, tetapi
sebagai seperangkat kerangka, metode, dan prinsip yang memungkinkan proses belajar
berlangsung secara berulang dan konsisten. la menyediakan cara, bukan sekadar kegiatan.

Sebagai infrastruktur, ILAK GM menghubungkan berbagai elemen: siswa, sekolah, fasilitator,
peneliti, dan pemerintah daerah. Setiap elemen memiliki peran yang berbeda, tetapi
disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu merawat literasi anti-korupsi sebagai proses sosial.
Dengan demikian, ILAK GM tidak bergantung pada figur tertentu atau momentum sesaat.

Pendekatan ini memungkinkan literasi anti-korupsi hadir sebagai bagian dari ekosistem
pendidikan, bukan sebagai intervensi eksternal yang datang dan pergi. Pembelajaran sebaya,
instrumen reflektif, dan analisis riset saling menguatkan sebagai satu sistem. Ketika satu
komponen tidak berjalan sempurna, komponen lain tetap dapat menopang proses belajar.

Sebagai infrastruktur pembelajaran, ILAK GM juga bersifat adaptif. la dapat disesuaikan
dengan konteks lokal tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Sekolah dan daerah memiliki ruang
untuk menyesuaikan tema, contoh, dan pendekatan fasilitasi sesuai realitas setempat,
sementara kerangka etis dan metodologis tetap dijaga.

Posisi ini membedakan ILAK GM dari banyak program literasi yang bersifat proyek.
Infrastruktur pembelajaran menekankan keberlanjutan, bukan sekadar output jangka pendek.
Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi ia membangun fondasi yang lebih tahan
lama.

Dengan demikian, ILAK GM berfungsi sebagai wadah belajar kolektif yang dapat terus
diaktifkan ketika sumber daya dan dukungan memungkinkan, tanpa harus memulai dari nol
setiap kali.

4.3 Indeks sebagai Alat Reflektif, Bukan Vonis

Dalam tradisi kebijakan publik, indeks sering diperlakukan sebagai alat evaluasi yang
menghasilkan peringkat, label, dan konsekuensi administratif. Pendekatan ini mungkin efektif
untuk isu teknokratis, tetapi berisiko besar ketika diterapkan pada isu etis seperti literasi anti-
korupsi, terlebih pada generasi muda.

ILAK GM secara tegas menolak penggunaan indeks sebagai vonis moral. Indeks dalam
kerangka ini dipahami sebagai alat reflektif yang membantu membaca pola, kecenderungan,
|
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dan area rawan normalisasi. Angka tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan baik—buruk,
melainkan untuk membuka pertanyaan: mengapa polaini muncul dan apa artinya bagi proses
belajar.

Pendekatan reflektif ini juga melindungi subjek dari stigmatisasi. Siswa, sekolah, dan daerah
tidak diposisikan sebagai pihak yang dinilai secara publik. Kerahasiaan dan non-labeling
menjadi prinsip utama agar kejujuran tetap mungkin muncul dalam proses pembelajaran.

Sebagai alat refleksi, indeks ILAK GM bekerja bersama diskusi sebaya dan analisis kualitatif.
Angka tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dibaca dalam konteks narasi dan pengalaman peserta.
Dengan cara ini, indeks menjadi pintu masuk dialog, bukan akhir pembicaraan.

Posisi ini menuntut kedewasaan institusional. Menggunakan indeks tanpa memeringkat
berartimenahan diri dari godaan klaim cepat. Namun justru di situlah nilai pencegahan jangka
panjang dijaga.

Dengan menjadikan indeks sebagai cermin, bukan palu, ILAK GM memastikan bahwa
pengukuran tetap melayani pembelajaran, bukan kekuasaan.

4.4 Skala Lokal-Nasional dalam Kerangka Preventif

ILAK GM dirancang untuk bekerja pada dua skala sekaligus: lokal dan nasional. Skala lokal,
khususnya Kabupaten/Kota, dipilih sebagai unit pelaksanaan karena di sanalah konteks sosial
pendidikan paling nyata. Sekolah, relasi sebaya, dan budaya lokal dapat dibaca dengan lebih
sensitif pada tingkat ini.

Pendekatan lokal memungkinkan variasi dan pembelajaran kontekstual. Setiap daerah
memiliki dinamika sosial, tekanan, dan bentuk normalisasi yang berbeda. Dengan membaca
variasi ini, pencegahan tidak jatuh pada solusi seragam yang mengabaikan realitas lapangan.

Namun ILAK GM tidak berhenti pada lokalitas. Melalui kerangka metodologis yang sama,
temuan-temuan lokal dapat dibaca secara agregatif pada tingkat nasional. Bukan untuk
memeringkat daerah, tetapi untuk memahami pola besar, tantangan bersama, dan area risiko
yang melintasi wilayah.

Skala nasional dalam kerangka preventif berarti membangun pembelajaran bersama lintas
daerah. Daerah tidak diposisikan sebagai kompetitor, melainkan sebagai sumber
pembelajaran satu sama lain. Ini sejalan dengan tujuan pencegahan yang menekankan
solidaritas sosial, bukan perbandingan.

Pendekatan bertingkat ini juga memungkinkan skalabilitas yang hati-hati. ILAK GM dapat
dimulai dari pilot kecil, diperbaiki melalui refleksi, lalu diperluas secara bertahap. Pencegahan
tidak dipaksakan serentak, tetapi dirawat melalui proses belajar berulang.

Dengan menggabungkan skala lokal dan nasional dalam satu kerangka preventif, ILAK GM
menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dapat dibangun secara sistematis tanpa kehilangan
sensitivitas sosial.

|
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BAB V — PEER EDUCATION SEBAGAI METODE UTAMA
Pembelajaran Sebaya sebagai Jantung Metodologi

BAB ini menegaskan bahwa peer education bukan sekadar pilihan metode, melainkan fondasi
epistemik dan etis dari seluruh rancangan ILAK GM. Pembelajaran sebaya dipilih bukan karena
praktis atau populer, tetapi karena ia paling sesuai dengan cara nilai, pembenaran, dan
keberanian moral sesungguhnya terbentuk dalam kehidupan generasi muda. Di sinilah
metodologi bertemu dengan realitas sosial subjek riset.

Pembelajaran sebaya berangkat dari pengakuan bahwa generasi muda lebih banyak belajar
nilai bukan dari otoritas formal, melainkan dari interaksi horizontal dengan teman-temannya.
Bahasa, lelucon, norma tak tertulis, dan batas-batas kewajaran dibentuk dalam relasi sebaya.
Jika korupsi dipahami sebagai proses sosial yang dipelajari, maka intervensi preventif paling
relevan justru berada di ruang tempat proses belajar itu berlangsung.

Berbeda dengan ceramah, peer education menempatkan peserta sebagai subjek aktif yang
berpikir, berbicara, dan saling menantang argumen. Tidak ada satu suara yang diposisikan
sebagai pemilik kebenaran mutlak. Nilai tidak diturunkan dari atas, tetapi dirumuskan melalui
dialog yang memungkinkan perbedaan pandangan muncul secara terbuka. Dalam ruang
sepertiini, pembelajaran etis tidak dipaksakan, melainkan tumbuh dari kesadaran bersama.

Keunggulan metodologis pembelajaran sebaya terletak pada keamanan psikologis yang relatif
lebih tinggi. Peserta cenderung lebih jujur ketika tidak merasa sedang dinilai oleh otoritas.
Mereka lebih berani mengungkapkan pembenaran yang sebenarnya, termasuk alasan-alasan
pragmatis yang biasanya disembunyikan dalam ruang formal. Kejujuran inilah yang menjadi
prasyarat utama literasi anti-korupsi yang bermakna.

Dalam kerangka ILAK GM, pembelajaran sebaya tidak diarahkan untuk mencapai konsensus
moral yang seragam. Justru perbedaan pandangan dipelihara sebagai bahan belajar.
Ketegangan antarargumen, kebingungan, dan ketidakpastian dipahami sebagai bagian wajar
dari proses bernalar. Dengan demikian, peserta belajar bahwa integritas bukanlah keadaan
tanpa konflik, melainkan kemampuan menghadapi konflik nilai secara sadar.

Peran fasilitator dalam peer education sangat spesifik dan terbatas. Fasilitator tidak bertindak
sebagai pengajar nilai, melainkan sebagai penjaga ruang dialog. la memastikan diskusi tetap
aman, inklusif, dan reflektif, tanpa mengarahkan kesimpulan. Sikap ini menuntut kerendahan
hati metodologis, karena fasilitator harus menahan diri dari dorongan untuk “meluruskan”
secara normatif.

Pembelajaran sebaya juga memungkinkan integrasi antara pengalaman pribadi dan refleksi
kolektif. Peserta tidak hanya berbicara tentang apa yang seharusnya, tetapi tentang apa yang
mereka alami dan rasakan. Dari sini, literasi anti-korupsi menjadi lebih membumi, karena
berangkat dari realitas konkret, bukan dari contoh abstrak yang jauh dari kehidupan mereka.

Sebagai metode utama, peer education menjadikan ILAK GM lebih dari sekadar riset atau
program pendidikan. la menjadi ruang latihan kewargaan, tempat generasi muda belajar
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mendengar, berbeda pendapat, dan bertanggung jawab atas argumen mereka. Proses ini
mencerminkan praktik demokrasi dalam skala mikro, yang sangat relevan bagi tujuan
pencegahan jangka panjang.

BAB ini menegaskan bahwa tanpa pembelajaran sebaya, ILAK GM akan kehilangan jantung
metodologinya. Indeks, instrumen, dan analisis hanya akan menjadi prosedur teknis jika tidak
dihidupi oleh dialog sebaya yang jujur. Karena itu, peer education bukan pelengkap, melainkan
pusat dari seluruh desain riset publik terapan ini.

Pada akhirnya, memilih pembelajaran sebaya berarti mempercayai generasi muda sebagai
subjek yang mampu berpikir, meragukan, dan belajar bersama. Kepercayaan inilah yang
menjadi fondasi etis paling penting dalam upaya membangun literasi anti-korupsi yang
manusiawi dan berkelanjutan.

5.1 Prinsip Dasar Pembelajaran Sebaya

Pembelajaran sebaya dalam ILAK GM berangkat dari prinsip kesetaraan epistemik, yaitu
pengakuan bahwa setiap peserta membawa pengalaman, intuisi moral, dan pengetahuan
sosial yang sah untuk dibicarakan. Tidak ada peserta yang diposisikan lebih bermoral atau
lebih benar sejak awal. Kesetaraan ini penting agar proses belajar tidak terjebak pada relasi
kuasa yang menutup kejujuran.

Prinsip kedua adalah partisipasi aktif. Pembelajaran sebaya menuntut keterlibatan peserta
sebagai penanya, penafsir, dan penguji argumen, bukan sebagai pendengar pasif. Nilai anti-
korupsi tidak disampaikan untuk disetujui, tetapi dihadirkan untuk dipikirkan bersama. Tanpa
partisipasi aktif, pembelajaran sebaya akan runtuh menjadi ceramah terselubung.

Prinsip berikutnya adalah relevansi pengalaman. Diskusi tidak dimulai dari konsep abstrak,
melainkan dari situasi nyata yang dekat dengan kehidupan peserta. Pengalaman sehari-hari
menjadi pintu masuk refleksi etis, sehingga nilai tidak terasa asing atau menggurui. Relevansi
inilah yang membuat pembelajaran bermakna dan berdaya guna.

Pembelajaran sebaya juga berlandaskan pada prinsip keterbukaan terhadap perbedaan.
Perbedaan pandangan tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai sumber
pembelajaran. Ketika peserta berhadapan dengan argumen yang tidak sejalan, mereka belajar
merumuskan alasan, bukan sekadar mempertahankan posisi.

Prinsip non-deterministik menjadi ciri penting lainnya. Pembelajaran sebaya tidak diarahkan
untuk mencapai jawaban tunggal atau kesimpulan final. Proses belajar dinilai dari kedalaman
refleksi, bukan dari keseragaman sikap. Dengan demikian, pembelajaran tetap hidup dan tidak
membeku.

Keseluruhan prinsip ini menegaskan bahwa pembelajaran sebaya adalah praktik etis sekaligus
metodologis. la tidak hanya mengajarkan nilai anti-korupsi, tetapi juga melatih cara belajar
bersama yang demokratis dan bertanggung jawab.

5.2 Keamanan Psikologis dan Etika Dialog
|
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Keamanan psikologis merupakan prasyarat utama pembelajaran sebayayang jujur. Tanparasa
aman, peserta akan cenderung menyensor diri, menyembunyikan keraguan, atau sekadar
mengulang jawaban yang dianggap benar secara sosial. Dalam konteks literasi anti-korupsi,
kondisi ini sangat berbahaya karena justru menutup proses refleksi.

Keamanan psikologis dibangun melalui kesepakatan etis sejak awal. Peserta perlu diyakinkan
bahwa ruang dialog bukan ruang penilaian, tidak ada sanksi moral, dan tidak ada konsekuensi
personal atas pendapat yang diungkapkan. Kesepakatan ini bukan formalitas, melainkan
fondasi kepercayaan.

Etika dialog juga menuntut penghormatan terhadap pengalaman personal. Cerita dan
pendapat peserta tidak boleh dipermalukan, dipatahkan secara kasar, atau dijadikan contoh
negatif. Kritik diarahkan pada argumen dan cara berpikir, bukan pada pribadi. Prinsip ini
menjaga martabat peserta sekaligus kualitas diskusi.

Keamanan psikologis tidak berarti menghindari ketegangan. Perbedaan pendapat tetap boleh
dan perlu muncul, tetapi dikelola secara reflektif. Etika dialog mengajarkan bagaimana tidak
setuju tanpa merendahkan, serta bagaimana menguji argumen tanpa menyerang identitas.

Dalam ruang yang aman, peserta berani mengakui ambivalensi dan kebingungan. Pengakuan
ini justru menjadi titkk masuk pembelajaran yang paling penting, karena di sanalah
pembenaran dan normalisasi dapat dibongkar secara jujur.

Dengan demikian, keamanan psikologis dan etika dialog bukan pelengkap teknis, melainkan
syarat epistemik. Tanpanya, pembelajaran sebaya kehilangan kedalaman dan berubah
menjadi kepatuhan semu.

5.3 Dilema Etis sebagai Bahan Belajar

ILAK GM menjadikan dilema etis sebagai bahan belajar utama karena dilema
merepresentasikan situasi nyata tempat nilai diuji. Dilema tidak menawarkan pilihan yang
sepenuhnya aman; setiap opsi membawa konsekuensi sosial dan personal. Justru di wilayah
inilah literasi anti-korupsi menemukan relevansinya.

Pendekatan berbasis dilema membantu peserta menyadari bahwa korupsi tidak selalu muncul
sebagai pilihan sadar untuk berbuat jahat. la sering hadir sebagai kompromi yang tampak
masuk akal dalam kondisi tertentu. Dengan membahas dilema, peserta belajar mengenali
mekanisme pembenaran sejak tahap awal.

Dilema juga membuka ruang untuk membaca relasi kuasa dan tekanan sosial. Peserta tidak
hanya membahas apa yang seharusnya dilakukan, tetapi mengapa suatu pilihan terasa sulit.
Diskusi bergeser dari moralitas abstrak ke analisis situasional yang lebih realistis.

Dalam pembelajaran sebaya, dilema berfungsi sebagai pemicu dialog, bukan sebagai soal
ujian. Tidak ada jawaban benar atau salah yang ditetapkan di awal. Yang dinilai adalah proses
berpikir, kkmampuan menimbang risiko, dan kesadaran akan konsekuensi.

DEMOKRASI DAN SENI MEMAKNAI DATA
23




Pendekatan ini membantu peserta memahami bahwa integritas memiliki biaya. Kejujuran
bukan sekadar sikap, tetapi keputusan yang sering menuntut keberanian sosial. Kesadaran ini
membuat literasi anti-korupsi lebih dewasa dan tidak naif.

Dengan menjadikan dilema etis sebagai bahan belajar, ILAK GM menggeser literasi dari
penghafalan nilai menuju latihan bernalar. Inilah inti pembelajaran preventif yang
berkelanjutan.

5.4 Peran Fasilitator dalam Ruang Non-Menghakimi

Dalam pembelajaran sebaya, fasilitator memegang peran krusial namun terbatas. la bukan
pengajar nilai atau penentu kebenaran, melainkan penjaga proses belajar. Peran ini menuntut
kemampuan menahan diri dari dorongan mengarahkan kesimpulan secara normatif.

Fasilitator bertanggung jawab memastikan ruang dialog tetap aman, inklusif, dan fokus. la
membantu peserta mendengarkan satu sama lain, memperjelas argumen, dan menjaga
diskusi agar tidak berubah menjadi serangan personal. Namun ia tidak mengambil alih proses
bernalar peserta.

Sikap non-menghakimi menjadi prinsip utama fasilitasi. Fasilitator tidak memberi label benar—
salah pada pendapat peserta, tetapi mengajukan pertanyaan lanjutan yang mendorong
refleksi. Pertanyaan digunakan untuk membuka, bukan menutup, ruang berpikir.

Fasilitator juga berperan menjaga keseimbangan partisipasi. Peserta yang dominan diarahkan
untuk memberi ruang, sementara peserta yang pendiam didorong secara halus untuk terlibat.
Dengan demikian, pembelajaran benar-benar bersifat sebaya, bukan dikuasai oleh beberapa
suara saja.

Peran ini menuntut kepekaan etis dan kedewasaan metodologis. Fasilitator harus mampu
membaca dinamika kelompok, emosi yang muncul, dan batas kenyamanan peserta. Kesalahan
fasilitasi dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun.

Dengan menjalankan peran non-menghakimi, fasilitator membantu memastikan bahwa
pembelajaran sebaya tetap setia pada tujuannya: membangun kapasitas bernalar etis, bukan
menghasilkan kepatuhan moral.
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BAB VI — DESAIN INSTRUMEN ILAK GM
Mengukur Tanpa Menghakimi

BAB ini menjelaskan bagaimana instrumen ILAK GM dirancang untuk memenuhi satu prinsip
kunci: pengukuran harus melayani pembelajaran, bukan penghakiman. Dalam isu sensitif
seperti literasi anti-korupsi—terlebih ketika subjeknya adalah generasi muda—cara mengukur
jauh lebih menentukan daripada sekadar apa yang diukur. Instrumen yang salah dapat
merusak kejujuran, memicu defensif, dan menggagalkan tujuan preventif sejak awal.

Desain instrumen ILAK GM berangkat dari kritik terhadap praktik pengukuran moral yang
reduktif. Banyak survei etika gagal bukan karena teknisnya lemah, melainkan karena
pertanyaannya menempatkan responden dalam posisi harus “tampak baik”. Ketika
pengukuran mengandung implikasi penilaian moral, responden akan memilih jawaban aman,
bukan jawaban jujur. ILAK GM secara sadar menghindari jebakan ini dengan merancang
instrumen yang tidak menanyakan moralitas diri secara langsung.

Alih-alih bertanya “apakah Anda jujur” atau “apakah korupsi itu salah”, instrumen ILAK GM
menggunakan pendekatan berbasis skenario dan situasi. Responden diajak merespons kondisi
yang realistis, ambigu, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, instrumen
membaca cara bernalar, bukan klaim moral. Yang direkam bukan citra diri, melainkan pola
pembenaran dan pertimbangan.

Instrumen juga dirancang untuk menangkap spektrum pemikiran, bukan dikotomi benar—
salah. Pilihan respons tidak disusun untuk mengarahkan pada satu jawaban ideal, tetapi
mencerminkan variasi alasan yang lazim muncul di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan
pembacaan yang lebih jujur tentang bagaimana nilai dinegosiasikan, tanpa memaksa
responden masuk ke kategori moral tertentu.

Dalam kerangka ILAK GM, pengukuran tidak berdiri sendiri. Instrumen selalu ditempatkan
dalam siklus pembelajaran: sebelum diskusi sebaya sebagai peta awal nalar, dan setelah
diskusi sebagai jejak refleksi. Perubahan respons dibaca sebagai indikasi proses berpikir yang
bergerak, bukan sebagai peningkatan atau penurunan moral. Dengan demikian, instrumen
menjadi bagian dari proses belajar, bukan alat evaluasi akhir.

Aspek etika menjadi fondasi desain instrumen. Prinsip non-labeling diterapkan secara ketat:
tidak ada skor individu yang diumumkan, tidak ada peringkat sekolah, dan tidak ada klasifikasi
moral personal. Data diperlakukan sebagai bahan refleksi kolektif dan analisis agregatif.
Kerahasiaan dan anonimitas bukan sekadar prosedur teknis, tetapi syarat agar kejujuran tetap
mungkin.

Instrumen ILAK GM juga dirancang dengan kesadaran akan keterbatasannya. Tidak semua
dimensi literasi anti-korupsi dapat atau perlu diukur. Beberapa aspek bernalar etis hanya
dapat dipahami melalui dialog dan narasi. Karena itu, instrumen tidak diposisikan sebagai
representasi utuh realitas, melainkan sebagai pintu masuk pembacaan yang lebih dalam.
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Dalam konteks riset publik terapan, desain instrumen semacam ini menuntut kedewasaan
institusional. Mengukur tanpa menghakimi berarti menahan diri dari godaan angka yang
mudah dipamerkan. Namun justru dengan sikap inilah instrumen ILAK GM menjaga integritas
metodologi dan martabat subjek.

BAB ini menegaskan bahwa instrumen bukan sekadar alat teknis, melainkan pernyataan etis
tentang bagaimana kita memandang generasi muda. Dengan memilih untuk mengukur tanpa
menghakimi, ILAK GM menegaskan bahwa literasi anti-korupsi hanya dapat tumbuh dalam
ruang yang aman, reflektif, dan manusiawi.

6.1 Prinsip Penyusunan Instrumen Reflektif

Instrumen reflektif dalam ILAK GM disusun dengan kesadaran bahwa pengukuran etika
bukanlah proses netral. Cara bertanya selalu membawa implikasi nilai dan relasi kuasa. Karena
itu, prinsip pertama penyusunan instrumen adalah menghindari pertanyaan yang secara
implisit menilai karakter responden. Instrumen tidak dimaksudkan untuk menguji siapa yang
bermoral, melainkan untuk membaca bagaimana nalar etis bekerja dalam situasi tertentu.

Prinsip kedua adalah fokus pada proses berpikir, bukan pada deklarasi sikap. Pertanyaan
dirancang untuk mengungkap pertimbangan, alasan, dan pembenaran yang muncul ketika
responden dihadapkan pada dilema. Dengan demikian, instrumen merekam cara bernalar,
bukan citra diri yang ingin ditampilkan.

Prinsip berikutnya adalah ambiguitas yang terkontrol. Skenario dan pilihan respons sengaja
dirancang tidak sepenuhnya hitam—putih. Ambiguitas ini penting agar responden tidak
diarahkan pada jawaban normatif yang sudah jelas benar atau salah. Di ruang abu-abu inilah
refleksi etis sesungguhnya terjadi.

Instrumen reflektif juga mengedepankan bahasa yang dekat dan tidak menggurui. Istilah
teknis hukum atau moral dihindari sebisa mungkin agar responden tidak merasa sedang diuji
secara formal. Bahasa keseharian membantu responden masuk ke situasi secara lebih jujur
dan personal.

Prinsip non-intrusif menjadi pertimbangan etis lainnya. Instrumen tidak menanyakan
pengalaman personal yang sensitif secara langsung, melainkan menggunakan skenario umum.
Dengan cara ini, responden terlindungi dari rasa terancam, sementara peneliti tetap
memperoleh gambaran pola nalar yang relevan.

Keseluruhan prinsip ini memastikan bahwa instrumen reflektif ILAK GM berfungsi sebagai
pemantik pembelajaran, bukan alat interogasi moral. Validitasnya terletak pada
kemampuannya membuka ruang berpikir, bukan pada ketepatan mengklasifikasi individu.

6.2 Skenario Keseharian sebagai Basis Pertanyaan

ILAK GM memilih skenario keseharian sebagai basis pertanyaan karena korupsi dan
normalisasinya tumbuh dalam praktik sehari-hari, bukan dalam definisi abstrak. Skenario
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dirancang untuk merepresentasikan situasi yang akrab bagi siswa SLTA, seperti relasi
pertemanan, tekanan kelompok, atau interaksi dengan figur otoritas.

Pendekatan berbasis skenario membantu responden membayangkan situasi konkret, bukan
menjawab secara hipotetis dalam ruang hampa. Ketika responden membayangkan diri berada
dalam situasi tersebut, respons yang muncul cenderung lebih jujur dan reflektif.

Skenario juga memungkinkan pembacaan konteks sosial secara lebih kaya. Setiap skenario
memuat elemen relasi kuasa, risiko sosial, dan kepentingan yang saling bertabrakan. Dengan
demikian, pertanyaan tidak hanya menguiji sikap, tetapi juga sensitivitas terhadap konteks.

Dalam penyusunannya, skenario tidak dirancang untuk “menjebak” responden. Tujuannya
bukan mengungkap kesalahan, melainkan membuka diskusi tentang bagaimana pilihan dibuat.
Oleh karena itu, setiap skenario disertai beberapa opsi respons yang sama-sama masuk akal
dari sudut pandang tertentu.

Pendekatan ini juga memudahkan integrasi instrumen dengan pembelajaran sebaya. Skenario
yang sama dapat digunakan sebagai bahan diskusi, sehingga instrumen dan dialog saling
terhubung. Data kuantitatif dan proses kualitatif tidak terpisah, tetapi berjalan beriringan.

Dengan menjadikan skenario keseharian sebagai basis pertanyaan, ILAK GM memastikan
bahwa literasi anti-korupsi tidak terlepas dari realitas hidup generasi muda yang menjadi
subjeknya.

6.3 Pra dan Pasca Diskusi sebagai Jejak Pembelajaran

Instrumen ILAK GM dirancang untuk digunakan pada dua titik waktu: sebelum dan setelah
diskusi sebaya. Penggunaan ganda ini bukan untuk mengukur peningkatan moral, melainkan
untuk merekam pergeseran cara berpikir yang terjadi melalui proses pembelajaran.

Pengukuran pra-diskusi berfungsi sebagai peta awal. la membantu fasilitator dan peneliti
memahami kecenderungan nalar peserta sebelum dialog berlangsung. Informasi ini
digunakan untuk merancang diskusi yang lebih relevan, bukan untuk menilai peserta.

Pengukuran pasca-diskusi berfungsi sebagai jejak refleksi. Perubahan respons tidak ditafsirkan
sebagai keberhasilan atau kegagalan, tetapi sebagai indikasi bahwa proses berpikir telah
bergerak. Pergeseran kecil pun dianggap bermakna, karena menunjukkan adanya refleksi.

Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran etis adalah proses, bukan hasil instan. Tidak
semua peserta akan berubah dengan carayang sama atau dalam waktu yang sama. Instrumen
membantu membaca dinamika tersebut tanpa memaksakan standar tunggal.

Penggunaan pra—pasca juga memperkuat integrasi antara riset dan pembelajaran. Data tidak
hanya dikumpulkan untuk dianalisis, tetapi juga untuk memperkaya proses belajar itu sendiri.
Peserta dapat diajak merefleksikan perubahan cara berpikir mereka secara kolektif.
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Dengan demikian, instrumen menjadi bagian dari siklus pembelajaran berulang, bukan alat
evaluasi yang berdiri sendiri.

6.4 Batasan Interpretasi Skor dan Data

ILAK GM secara tegas menetapkan batasan dalam interpretasi skor dan data. Skor tidak
dimaksudkan untuk merepresentasikan tingkat moral individu atau kualitas etis sekolah.
Membaca skor sebagai ukuran baik—buruk adalah penyimpangan metodologis yang berisiko
merusak tujuan preventif.

Data ILAK GM harus dibaca secara agregatif dan kontekstual. Pola dan kecenderungan lebih
penting daripada angka tunggal. Interpretasi selalu dikaitkan dengan konteks sosial, budaya
sekolah, dan dinamika diskusi sebaya yang menyertainya.

Batasan lain adalah kesadaran bahwa instrumen tidak menangkap seluruh dimensi literasi
anti-korupsi. Beberapa aspek, seperti keberanian moral atau tekanan emosional, hanya dapat
dipahami melalui narasi dan dialog. Karena itu, data kuantitatif harus selalu dilengkapi dengan
refleksi kualitatif.

ILAK GM juga menolak penggunaan data untuk kepentingan sanksi atau perbandingan
kompetitif. Setiap upaya memeringkat atau melabeli bertentangan dengan prinsip non-
menghakimi. Data digunakan untuk pembelajaran dan perbaikan, bukan untuk legitimasi
kekuasaan.

Kesadaran atas batasan ini menuntut kedewasaan dari semua pihak yang terlibat.
Menggunakan data secara bertanggung jawab berarti menerima bahwa tidak semua hal dapat
disederhanakan menjadi angka.

Dengan menetapkan batasan interpretasi sejak awal, ILAK GM menjaga agar instrumen tetap
setia pada tujuan awalnya: mengukur untuk memahami, bukan untuk menghakimi.
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BAB VIl — SUBJEK, KLUSTER, DAN KONTEKS SLTA
Membaca Generasi Muda secara Kontekstual

BAB ini menegaskan bahwa keberhasilan literasi anti-korupsi sangat ditentukan oleh cara kita
membaca subjek riset. ILAK GM secara sadar memilih siswa SLTA sebagai satu kluster
tersendiri, bukan karena pertimbangan teknis semata, melainkan karena fase ini merupakan
titik krusial pembentukan nalar etis, identitas sosial, dan imajinasi kewargaan. Membaca
generasi muda tanpa memahami konteks perkembangan mereka berisiko melahirkan
intervensi yang keliru dan kontraproduktif.

Siswa SLTA berada pada fase transisi antara ketergantungan dan kemandirian. Mereka mulai
mengembangkan penilaian moral sendiri, tetapi masih sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial
dan kebutuhan akan penerimaan kelompok. Dalam fase ini, nilai tidak diterima begitu saja
dari otoritas, melainkan diuji melalui relasi sebaya. Karena itu, pendekatan literasi yang
mengandalkan otoritas formal cenderung kehilangan daya jangkau, sementara pendekatan
dialogis justru menemukan relevansinya.

Pemilahan kluster SLTA juga penting untuk menjaga ketepatan metodologis. Menggabungkan
siswa SLTA dengan kelompok usia lain—misalnya mahasiswa atau masyarakat umum—akan
mengaburkan pembacaan. Setiap kelompok memiliki struktur tekanan, relasi kuasa, dan
bahasa pembenaran yang berbeda. Dengan menjadikan SLTA sebagai kluster mandiri, ILAK GM
dapat membaca pola nalar secara lebih tajam dan bertanggung jawab.

Konteks sekolah sebagai ekosistem sosial menjadi faktor penentu lain. Sekolah bukan hanya
ruang belajar formal, tetapi arena relasi kekuasaan, negosiasi aturan, dan pembentukan
norma tak tertulis. Cara guru memberi toleransi, cara aturan ditegakkan atau diakali, serta
budaya prestasi dan kompetisi semuanya membentuk pengalaman etis siswa. Literasi anti-
korupsi yang mengabaikan konteks ini akan terjebak pada pesan normatif yang tidak
menyentuh realitas.

Selain sekolah, konteks keluarga dan lingkungan sosial turut membentuk cara pandang siswa
terhadap kejujuran dan keadilan. Pesan yang diterima di rumah bisa selaras, tetapi juga bisa
bertentangan dengan pesan sekolah. ILAK GM tidak berpretensi mengontrol konteks ini, tetapi
berupaya menyediakan ruang refleksi agar siswa mampu menyadari dan menimbang berbagai
pengaruh yang mereka alami.

Dimensi lain yang tidak dapat diabaikan adalah konteks digital. Generasi SLTA hidup dalam
arus informasi yang cepat, visual, dan sering kali kontradiktif. Media sosial menjadi ruang
pembelajaran nilai yang sangat kuat, termasuk pembelajaran tentang pembenaran,
normalisasi, dan sinisme terhadap institusi. Membaca generasi muda secara kontekstual
berarti mengakui bahwa literasi anti-korupsi tidak bersaing dengan satu sumber nilai, tetapi
dengan banyak narasi yang berseliweran setiap hari.

Dalam kerangka ILAK GM, membaca konteks bukan berarti membenarkan semua praktik yang
terjadi. Membaca konteks adalah prasyarat untuk memahami mengapa nilai tertentu sulit
dijalankan dan mengapa pembenaran tertentu terasa masuk akal. Tanpa pemahaman ini,
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literasi mudah berubah menjadi penghakiman yang justru memperlebar jarak antara pesan
dan pengalaman.

BAB ini juga menegaskan bahwa siswa SLTA bukan “calon koruptor” yang harus diawasi,
melainkan subjek belajar yang sedang menyusun kompas moral. Cara kita memposisikan
mereka akan menentukan respons mereka terhadap literasi anti-korupsi. Posisi curiga
melahirkan kepatuhan semu; posisi percaya membuka kemungkinan refleksi yang jujur.

Dengan membaca subjek, kluster, dan konteks secara cermat, ILAK GM berupaya memastikan
bahwa literasi anti-korupsi tidak dipaksakan di luar realitas generasi muda. Sebaliknya, ia
tumbuh dari dalam pengalaman mereka sendiri. Inilah dasar bagi pembelajaran sebaya yang
relevan, manusiawi, dan berdaya guna dalam jangka panjang.

7.1 Siswa SLTA sebagai Subjek Transisi Moral

Siswa SLTA berada pada fase transisi moral yang sangat menentukan, di mana nilai-nilai yang
sebelumnya diterima dari keluarga dan sekolah mulai diuji melalui pengalaman sosial yang
lebih luas. Pada fase ini, otoritas moral eksternal perlahan kehilangan dominasinya, sementara
penilaian pribadi dan pertimbangan kelompok sebaya semakin menguat. Transisi ini bukan
tanda kemunduran moral, melainkan proses alami menuju kemandirian etis.

Dalam fase transisi, kebingungan dan ambivalensi merupakan bagian wajar dari
perkembangan. Siswa mulai menyadari bahwa dunia tidak selalu hitam-putih, dan bahwa nilai
sering kali berbenturan dengan realitas. Ketika literasi anti-korupsi gagal mengenali kondisiini,
ia berisiko memaksakan standar moral yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan subjek.

Siswa SLTA juga mulai membangun identitas sosial yang lebih stabil. Pilihan etis tidak lagi
semata-mata didasarkan pada benar—salah, tetapi juga pada citra diri, penerimaan kelompok,
dan rasa aman sosial. Keputusan untuk jujur atau berkompromi sering kali dipengaruhi oleh
pertanyaan: “Apa dampaknya bagi posisiku di kelompok?”

Dalam konteks ini, pendekatan yang menghakimi akan memicu resistensi atau kepatuhan
semu. Sebaliknya, pendekatan reflektif membuka ruang bagi siswa untuk memahami dirinya
sendiri sebagai subjek yang sedang belajar, bukan sebagai objek evaluasi moral. Kesadaran ini
penting agar literasi anti-korupsi tidak dipersepsi sebagai ancaman.

Transisi moral juga ditandai oleh meningkatnya kemampuan berpikir abstrak dan reflektif.
Siswa SLTA mampu mendiskusikan prinsip, keadilan, dan konsekuensi jangka panjang, asalkan
ruang dialognya memungkinkan. Potensi ini sering terbuang jika literasi disederhanakan
menjadi ceramah normatif.

Dengan membaca siswa SLTA sebagai subjek transisi moral, ILAK GM menempatkan literasi
anti-korupsi sebagai pendamping proses tumbuh, bukan sebagai alat kontrol. Pendampingan
inilah yang memungkinkan pembentukan nalar etis yang lebih matang dan berkelanjutan.
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7.2 Kluster SLTA sebagai Ruang Belajar Mandiri

Penetapan SLTA sebagai kluster mandiri dalam ILAK GM bukan keputusan administratif,
melainkan pilihan metodologis yang penting. Setiap kelompok usia memiliki dinamika sosial,
bahasa, dan tekanan yang berbeda. Menggabungkan SLTA dengan kluster lain akan
mengaburkan pembacaan dan melemahkan relevansi intervensi.

Sebagai kluster mandiri, SLTA memungkinkan desain pembelajaran yang spesifik dan
kontekstual. Isu, dilema, dan skenario yang diangkat dapat disesuaikan dengan pengalaman
nyata siswa, tanpa harus disederhanakan atau diperumit secara tidak perlu. Ketepatan
konteks ini meningkatkan kualitas refleksi.

Kluster SLTA juga memiliki ritme sosial sendiri. Relasi pertemanan intens, kompetisi akademik,
dan pencarian identitas berlangsung bersamaan. Dinamika ini membentuk cara siswa
memaknai aturan, keadilan, dan keberhasilan. Literasi anti-korupsi yang tidak membaca ritme
ini akan terasa asing.

Dengan menjadikan SLTA sebagai ruang belajar mandiri, ILAK GM memberi ruang bagi
generasi muda untuk belajar tanpa dibandingkan dengan kelompok lain. Tidak ada standar
moral eksternal yang dipaksakan, melainkan proses refleksi yang tumbuh dari dalam kluster
itu sendiri.

Pendekatan kluster juga melindungi siswa dari stigma. Ketika data dan pembelajaran dibaca
dalam kerangka kluster, risiko pelabelan lintas kelompok dapat diminimalkan. Ini sejalan
dengan prinsip non-menghakimi yang dijaga dalam seluruh desain ILAK GM.

Melalui kluster SLTA sebagai ruang belajar mandiri, literasi anti-korupsi ditempatkan secara
proporsional: cukup serius untuk ditangani, tetapi cukup rendah hati untuk disesuaikan
dengan konteks perkembangan subjek.

7.3 Sekolah sebagai Ekosistem Sosial

Sekolah dalam kerangka ILAK GM dipahami bukan hanya sebagai institusi pendidikan formal,
tetapi sebagai ekosistem sosial tempat nilai dinegosiasikan setiap hari. Aturan tertulis dan
praktik sehari-hari sering kali tidak sepenuhnya selaras, dan di celah inilah pembelajaran etis
berlangsung.

Siswa belajar bukan hanya dari kurikulum, tetapi dari cara aturan ditegakkan, dilanggar, atau
dinegosiasikan. Ketika pelanggaran kecil ditoleransi demi kenyamanan, siswa menangkap
pesan implisit tentang batas kewajaran. Literasi anti-korupsi yang mengabaikan pesan implisit
ini akan kehilangan daya baca.

Relasi antarwarga sekolah—guru, siswa, dan staf—membentuk pengalaman keadilan yang
konkret. Ketidakadilan yang dirasakan, favoritisme, atau ketidakkonsistenan penegakan
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aturan dapat menjadi sumber pembenaran bagi kompromi etis. Sekolah sebagai ekosistem
sosial tidak netral terhadap pembentukan nalar moral.

ILAK GM tidak memosisikan sekolah sebagai objek evaluasi, tetapi sebagai konteks yang perlu
dipahami. Pendekatan ini menghindari sikap menyalahkan institusi, sekaligus membuka ruang
refleksi tentang bagaimana budaya sekolah mempengaruhi pembelajaran nilai.

Dengan membaca sekolah sebagai ekosistem, literasi anti-korupsi dapat diarahkan pada
penguatan lingkungan belajar, bukan sekadar perubahan individu. Pencegahan menjadi
tanggung jawab bersama, bukan beban personal siswa.

Pendekatan ini juga memungkinkan sekolah menjadi mitra pembelajaran, bukan pihak yang
merasa diawasi. Relasi kemitraan inilah yang membuat intervensi preventif lebih mungkin
diterima dan berkelanjutan.

7.4 Relasi Sebaya, Otoritas, dan Budaya Sekolah

Relasi sebaya memegang peran dominan dalam kehidupan siswa SLTA. Penerimaan, loyalitas,
dan solidaritas kelompok sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan
keputusan etis. Dalam banyak kasus, tekanan sebaya lebih kuat daripada larangan formal.

Di sisi lain, relasi dengan otoritas—guru dan manajemen sekolah—membentuk persepsi
tentang kekuasaan dan keadilan. Ketika otoritas dipersepsi adil dan konsisten, nilai lebih
mudah diterima. Sebaliknya, ketidakkonsistenan melahirkan sinisme dan pembenaran
pelanggaran.

Budaya sekolah terbentuk dari interaksi kedua relasi ini. Budaya yang terlalu represif dapat
mendorong kepatuhan semu, sementara budaya yang terlalu permisif membuka ruang
normalisasi. Literasi anti-korupsi perlu membaca keseimbangan ini secara hati-hati.

ILAK GM memanfaatkan relasi sebaya sebagai pintu masuk pembelajaran, tanpa menegasikan
peran otoritas. Otoritas tetap penting sebagai penjaga ruang aman, tetapi bukan sebagai
penentu kebenaran moral tunggal. Keseimbangan ini krusial untuk menjaga kejujuran dialog.

Dengan memahami dinamika relasi sebaya dan otoritas, literasi anti-korupsi dapat diarahkan
pada penguatan budaya sekolah yang reflektif. Budaya di mana siswa berani berpikir, bertanya,
dan berbeda tanpa takut dihukum.

Akhirnya, membaca relasi ini membantu menempatkan pencegahan korupsi pada level yang
realistis: bukan melawan siswa atau sekolah, tetapi merawat interaksi sosial yang membentuk
nalar etis generasi muda.

7.1 Siswa SLTA sebagai Subjek Transisi Moral
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Siswa SLTA berada pada fase transisi moral yang sangat menentukan, di mana nilai-nilai yang
sebelumnya diterima dari keluarga dan sekolah mulai diuji melalui pengalaman sosial yang
lebih luas. Pada fase ini, otoritas moral eksternal perlahan kehilangan dominasinya, sementara
penilaian pribadi dan pertimbangan kelompok sebaya semakin menguat. Transisi ini bukan
tanda kemunduran moral, melainkan proses alami menuju kemandirian etis.

Dalam fase transisi, kebingungan dan ambivalensi merupakan bagian wajar dari
perkembangan. Siswa mulai menyadari bahwa dunia tidak selalu hitam-putih, dan bahwa nilai
sering kali berbenturan dengan realitas. Ketika literasi anti-korupsi gagal mengenali kondisi ini,
ia berisiko memaksakan standar moral yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan subjek.

Siswa SLTA juga mulai membangun identitas sosial yang lebih stabil. Pilihan etis tidak lagi
semata-mata didasarkan pada benar—salah, tetapi juga pada citra diri, penerimaan kelompok,
dan rasa aman sosial. Keputusan untuk jujur atau berkompromi sering kali dipengaruhi oleh
pertanyaan: “Apa dampaknya bagi posisiku di kelompok?”

Dalam konteks ini, pendekatan yang menghakimi akan memicu resistensi atau kepatuhan
semu. Sebaliknya, pendekatan reflektif membuka ruang bagi siswa untuk memahami dirinya
sendiri sebagai subjek yang sedang belajar, bukan sebagai objek evaluasi moral. Kesadaran ini
penting agar literasi anti-korupsi tidak dipersepsi sebagai ancaman.

Transisi moral juga ditandai oleh meningkatnya kemampuan berpikir abstrak dan reflektif.
Siswa SLTA mampu mendiskusikan prinsip, keadilan, dan konsekuensi jangka panjang, asalkan
ruang dialognya memungkinkan. Potensi ini sering terbuang jika literasi disederhanakan
menjadi ceramah normatif.

Dengan membaca siswa SLTA sebagai subjek transisi moral, ILAK GM menempatkan literasi
anti-korupsi sebagai pendamping proses tumbuh, bukan sebagai alat kontrol. Pendampingan
inilah yang memungkinkan pembentukan nalar etis yang lebih matang dan berkelanjutan.

7.2 Kluster SLTA sebagai Ruang Belajar Mandiri

Penetapan SLTA sebagai kluster mandiri dalam ILAK GM bukan keputusan administratif,
melainkan pilihan metodologis yang penting. Setiap kelompok usia memiliki dinamika sosial,
bahasa, dan tekanan yang berbeda. Menggabungkan SLTA dengan kluster lain akan
mengaburkan pembacaan dan melemahkan relevansi intervensi.

Sebagai kluster mandiri, SLTA memungkinkan desain pembelajaran yang spesifik dan
kontekstual. Isu, dilema, dan skenario yang diangkat dapat disesuaikan dengan pengalaman
nyata siswa, tanpa harus disederhanakan atau diperumit secara tidak perlu. Ketepatan
konteks ini meningkatkan kualitas refleksi.

Kluster SLTA juga memiliki ritme sosial sendiri. Relasi pertemanan intens, kompetisi akademik,
dan pencarian identitas berlangsung bersamaan. Dinamika ini membentuk cara siswa
memaknai aturan, keadilan, dan keberhasilan. Literasi anti-korupsi yang tidak membaca ritme
ini akan terasa asing.
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Dengan menjadikan SLTA sebagai ruang belajar mandiri, ILAK GM memberi ruang bagi
generasi muda untuk belajar tanpa dibandingkan dengan kelompok lain. Tidak ada standar
moral eksternal yang dipaksakan, melainkan proses refleksi yang tumbuh dari dalam kluster
itu sendiri.

Pendekatan kluster juga melindungi siswa dari stigma. Ketika data dan pembelajaran dibaca
dalam kerangka kluster, risiko pelabelan lintas kelompok dapat diminimalkan. Ini sejalan
dengan prinsip non-menghakimi yang dijaga dalam seluruh desain ILAK GM.

Melalui kluster SLTA sebagai ruang belajar mandiri, literasi anti-korupsi ditempatkan secara
proporsional: cukup serius untuk ditangani, tetapi cukup rendah hati untuk disesuaikan
dengan konteks perkembangan subjek.

7.3 Sekolah sebagai Ekosistem Sosial

Sekolah dalam kerangka ILAK GM dipahami bukan hanya sebagai institusi pendidikan formal,
tetapi sebagai ekosistem sosial tempat nilai dinegosiasikan setiap hari. Aturan tertulis dan
praktik sehari-hari sering kali tidak sepenuhnya selaras, dan di celah inilah pembelajaran etis
berlangsung.

Siswa belajar bukan hanya dari kurikulum, tetapi dari cara aturan ditegakkan, dilanggar, atau
dinegosiasikan. Ketika pelanggaran kecil ditoleransi demi kenyamanan, siswa menangkap
pesan implisit tentang batas kewajaran. Literasi anti-korupsi yang mengabaikan pesan implisit
ini akan kehilangan daya baca.

Relasi antarwarga sekolah—guru, siswa, dan staf—membentuk pengalaman keadilan yang
konkret. Ketidakadilan yang dirasakan, favoritisme, atau ketidakkonsistenan penegakan
aturan dapat menjadi sumber pembenaran bagi kompromi etis. Sekolah sebagai ekosistem
sosial tidak netral terhadap pembentukan nalar moral.

ILAK GM tidak memosisikan sekolah sebagai objek evaluasi, tetapi sebagai konteks yang perlu
dipahami. Pendekatan ini menghindari sikap menyalahkan institusi, sekaligus membuka ruang
refleksi tentang bagaimana budaya sekolah mempengaruhi pembelajaran nilai.

Dengan membaca sekolah sebagai ekosistem, literasi anti-korupsi dapat diarahkan pada
penguatan lingkungan belajar, bukan sekadar perubahan individu. Pencegahan menjadi
tanggung jawab bersama, bukan beban personal siswa.

Pendekatan ini juga memungkinkan sekolah menjadi mitra pembelajaran, bukan pihak yang
merasa diawasi. Relasi kemitraan inilah yang membuat intervensi preventif lebih mungkin
diterima dan berkelanjutan.

7.4 Relasi Sebaya, Otoritas, dan Budaya Sekolah

Relasi sebaya memegang peran dominan dalam kehidupan siswa SLTA. Penerimaan, loyalitas,
dan solidaritas kelompok sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan
keputusan etis. Dalam banyak kasus, tekanan sebaya lebih kuat daripada larangan formal.

|
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Di sisi lain, relasi dengan otoritas—guru dan manajemen sekolah—membentuk persepsi
tentang kekuasaan dan keadilan. Ketika otoritas dipersepsi adil dan konsisten, nilai lebih
mudah diterima. Sebaliknya, ketidakkonsistenan melahirkan sinisme dan pembenaran
pelanggaran.

Budaya sekolah terbentuk dari interaksi kedua relasi ini. Budaya yang terlalu represif dapat
mendorong kepatuhan semu, sementara budaya yang terlalu permisif membuka ruang
normalisasi. Literasi anti-korupsi perlu membaca keseimbangan ini secara hati-hati.

ILAK GM memanfaatkan relasi sebaya sebagai pintu masuk pembelajaran, tanpa menegasikan
peran otoritas. Otoritas tetap penting sebagai penjaga ruang aman, tetapi bukan sebagai
penentu kebenaran moral tunggal. Keseimbangan ini krusial untuk menjaga kejujuran dialog.

Dengan memahami dinamika relasi sebaya dan otoritas, literasi anti-korupsi dapat diarahkan
pada penguatan budaya sekolah yang reflektif. Budaya di mana siswa berani berpikir, bertanya,
dan berbeda tanpa takut dihukum.

Akhirnya, membaca relasi ini membantu menempatkan pencegahan korupsi pada level yang
realistis: bukan melawan siswa atau sekolah, tetapi merawat interaksi sosial yang membentuk
nalar etis generasi muda.

DEMOKRASI DAN SENI MEMAKNAI DATA
35




BAB VIII — TATA KELOLA PELAKSANAAN DAERAH DAN NASIONAL
Dari Kabupaten/Kota menuju Indonesia

BAB ini membahas bagaimana ILAK GM dirancang untuk bergerak dari inisiatif reflektif di
tingkat lokal menuju kerangka pelaksanaan berskala nasional, tanpa kehilangan kepekaan
konteks dan integritas metodologis. Tantangan utama riset publik terapan berskala besar
bukan terletak pada ekspansi teknis, melainkan pada tata kelola: bagaimana menjaga
konsistensi nilai, metode, dan etika ketika program dijalankan lintas wilayah, aktor, dan
kepentingan.

Kabupaten/Kota dipilih sebagai unit dasar pelaksanaan karena di sanalah relasi antara sekolah,
pemerintah daerah, dan komunitas pendidikan paling konkret. Skala ini memungkinkan
koordinasi yang relatif dekat, pemahaman konteks lokal yang lebih baik, serta ruang dialog
yang lebih aman. Dalam kerangka ILAK GM, daerah bukan sekadar lokasi implementasi, tetapi
ruang belajar kebijakan—tempat pendekatan diuji, disesuaikan, dan direfleksikan.

Tata kelola daerah dalam ILAK GM menempatkan pemerintah daerah sebagai fasilitator, bukan
pengendali isi. Peran utama daerah adalah memastikan ruang, dukungan administratif, dan
keberlanjutan, tanpa mengintervensi proses pembelajaran sebaya atau interpretasi data.
Pembagian peran ini penting agar literasi anti-korupsi tidak berubah menjadi alat kontrol
birokratis yang menggerus kejujuran peserta.

Sekolah diposisikan sebagai mitra kunci dalam tata kelola daerah. Namun kemitraan ini
dibangun atas dasar kepercayaan, bukan evaluasi. Sekolah tidak dijadikan objek penilaian
kinerja moral, melainkan ruang aman untuk pembelajaran reflektif. Dengan posisi ini,
resistensi institusional dapat ditekan, dan partisipasi menjadi lebih tulus.

Pada tingkat nasional, tata kelola ILAK GM tidak dimaksudkan sebagai sentralisasi pelaksanaan,
melainkan sebagai penjagaan kerangka. Nasional berperan menetapkan prinsip metodologis,
etika, dan standar minimum, sementara pelaksanaan tetap kontekstual di daerah. Pendekatan
ini mencegah uniformisasi berlebihan yang sering mereduksi kompleksitas sosial.

Skala nasional juga berfungsi sebagai ruang agregasi pembelajaran. Temuan dari berbagai
daerah tidak dikumpulkan untuk diperingkatkan, melainkan untuk dibaca sebagai pola
bersama dan variasi kontekstual. Dengan caraini, nasional menjadi ruang refleksi lintas daerah,
bukan arena kompetisi reputasi.

Tata kelola nasional yang sehat menuntut kedewasaan dalam membaca data. Tidak semua
temuan perlu dipublikasikan secara luas, dan tidak semua angka perlu dijadikan indikator
kinerja. ILAK GM menekankan prinsip kehati-hatian: publikasi dilakukan untuk tujuan
pembelajaran, bukan untuk sensasi atau legitimasi politik.

BAB ini juga menegaskan pentingnya mekanisme umpan balik berlapis. Daerah tidak hanya
menjadi pelaksana, tetapi juga pemberi masukan terhadap desain metodologi. Pengalaman
lapangan digunakan untuk menyempurnakan pendekatan nasional secara berulang. Dengan
demikian, tata kelola bersifat dua arah, bukan top-down.
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Dalam lintasan dari Kabupaten/Kota menuju Indonesia, ILAK GM tidak mengejar kecepatan
ekspansi, melainkan kualitas konsistensi. Skalabilitas dipahami sebagai kemampuan menjaga
ruh pembelajaran sebaya dalam berbagai konteks, bukan sekadar memperbanyak jumlah
lokasi dan peserta.

Pada akhirnya, BAB ini menegaskan bahwa tata kelola adalah jantung keberlanjutan ILAK GM.
Tanpa tata kelola yang tepat, gagasan etis dan metodologi reflektif berisiko tereduksi menjadi
program administratif. Dengan tata kelola yang rendah hati, partisipatif, dan berlapis, ILAK GM
memiliki peluang untuk tumbuh dari praktik lokal yang jujur menjadi pembelajaran nasional
yang bermakna.

8.1 Kabupaten/Kota sebagai Unit Implementasi

Kabupaten/Kota dipilih sebagai unit implementasi utama ILAK GM karena pada level inilah
kebijakan pendidikan, dinamika sekolah, dan relasi sosial warga bertemu secara paling konkret.
Skala ini cukup dekat untuk memahami konteks lokal, namun cukup besar untuk
memungkinkan pembelajaran lintas sekolah dan lintas komunitas. Dalam riset publik terapan,
kedekatan dengan konteks merupakan prasyarat agar intervensi tidak terlepas dari realitas
sosial.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, variasi budaya sekolah, karakter peserta didik, dan praktik
keseharian dapat dibaca dengan lebih tajam. Normalisasi perilaku, pembenaran etis, dan
tekanan sosial sering kali memiliki corak lokal yang tidak selalu tampak pada skala nasional.
Dengan menjadikan Kabupaten/Kota sebagai unit implementasi, ILAK GM menghindari
generalisasi tergesa-gesa yang berpotensi menyesatkan.

Unit ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih manusiawi. Hubungan antara sekolah, dinas
pendidikan, dan pemangku kepentingan lokal relatif lebih cair dibandingkan struktur nasional.
Kondisi ini menciptakan ruang dialog yang lebih aman, di mana literasi anti-korupsi dapat
dijalankan sebagai proses belajar, bukan sebagai instruksi birokratis.

Dalam kerangka ILAK GM, Kabupaten/Kota tidak diposisikan sebagai objek evaluasi, melainkan
sebagai laboratorium pembelajaran kebijakan. Setiap daerah menjadi ruang eksperimen
reflektif yang sah, dengan hak untuk menyesuaikan pendekatan tanpa kehilangan prinsip
dasar metodologi. Kesalahan dan keterbatasan diperlakukan sebagai sumber belajar, bukan
sebagai kegagalan.

Pendekatan ini juga memperkuat rasa kepemilikan lokal. Ketika program dipahami sebagai
milik bersama daerah, bukan proyek pusat, partisipasi cenderung lebih tulus. Rasa
kepemilikan inilah yang menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang.

Dengan demikian, Kabupaten/Kota berfungsi sebagai simpul strategis yang menjembatani
gagasan nasional dengan praktik lokal, sekaligus menjaga agar literasi anti-korupsi tetap
kontekstual dan relevan.

8.2 Peran Sekolah dan Pemerintah Daerah
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Sekolah memegang peran sentral dalam pelaksanaan ILAK GM karena ia merupakan ruang
keseharian generasi muda. Namun peran ini tidak dimaknai sebagai objek penilaian atau
target intervensi, melainkan sebagai mitra pembelajaran. Sekolah menyediakan ruang aman,
waktu, dan dukungan lingkungan agar pembelajaran sebaya dapat berlangsung secara jujur.

Dalam desain ILAK GM, sekolah tidak dibebani tanggung jawab moral atas hasil riset. Tidak
ada tuntutan untuk “tampil baik” atau mencapai skor tertentu. Posisi ini penting agar sekolah
tidak bersikap defensif dan tetap terbuka terhadap proses refleksi. Literasi anti-korupsi hanya
dapat tumbuh dalam iklim kepercayaan, bukan ketakutan.

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan penjamin keberlanjutan. Tugas utamanya
adalah menyediakan payung kebijakan, dukungan administratif, dan koordinasi lintas sekolah.
Pemerintah daerah tidak diarahkan untuk mengendalikan isi pembelajaran atau menafsirkan
data secara sepihak.

Relasi antara sekolah dan pemerintah daerah dibangun sebagai kemitraan, bukan hubungan
hierarkis. Pemerintah daerah menjaga agar pelaksanaan tidak menyimpang dari prinsip etis,
sementara sekolah menjaga kejujuran proses belajar. Keseimbangan peran ini krusial agar [LAK
GM tidak tereduksi menjadi program formalitas.

Peran pemerintah daerah juga mencakup perlindungan etis. Ketika muncul tekanan politik
atau kepentingan pencitraan, pemerintah daerah diharapkan menjadi penyangga yang
menjaga agar data dan proses tidak disalahgunakan. Ini menuntut kedewasaan institusional

yang tinggi.

Dengan pembagian peran yang jelas, sekolah dan pemerintah daerah bersama-sama
membentuk ekosistem yang memungkinkan literasi anti-korupsi dijalankan secara manusiawi
dan berkelanjutan.

8.3 Skema Replikasi dan Skalabilitas Nasional

ILAK GM dirancang dengan prinsip bahwa replikasi tidak identik dengan penyeragaman.
Skalabilitas nasional dipahami sebagai kemampuan memperluas jangkauan tanpa
menghilangkan makna dan kedalaman pembelajaran. Karena itu, yang direplikasi bukan
kegiatan permukaan, melainkan kerangka metodologis dan etika dasar.

Skema replikasi dimulai dari pilot lokal yang direfleksikan secara jujur. Pengalaman lapangan —
termasuk kegagalan dan keterbatasan—digunakan untuk menyempurnakan desain sebelum
diperluas. Pendekatan ini menolak logika “langsung nasional” yang sering mengorbankan
kualitas demi kecepatan.

Dalam skala nasional, replikasi dilakukan melalui pelatihan fasilitator, penyediaan panduan
metodologis, dan mekanisme pendampingan. Fokusnya bukan pada kepatuhan prosedural,
melainkan pada pemahaman ruh pembelajaran sebaya. Tanpa pemahaman ini, replikasi
berisiko berubah menjadi simulasi kosong.
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Skalabilitas juga menuntut fleksibilitas. Daerah diberi ruang untuk menyesuaikan contoh,
bahasa, dan dinamika diskusi sesuai konteks lokal. Penyesuaian ini bukan penyimpangan,
melainkan bagian dari desain. Prinsip yang dijaga adalah tujuan dan etika, bukan bentuk teknis
semata.

Pendekatan bertahap memungkinkan pembelajaran lintas daerah. Daerah yang lebih dulu
menjalankan menjadi sumber belajar bagi daerah lain, bukan tolok ukur kompetitif. Dengan
demikian, skala nasional dibangun di atas solidaritas pembelajaran, bukan perbandingan
reputasi.

Melalui skema ini, ILAK GM dapat tumbuh secara organik dari lokal menuju nasional, tanpa
kehilangan karakter reflektifnya.

8.4 Menjaga Konsistensi Metodologi dalam Skala Besar

Tantangan terbesar pelaksanaan berskala besar adalah menjaga konsistensi metodologi di
tengah keragaman aktor dan konteks. Konsistensi dalam ILAK GM tidak dimaknai sebagai
keseragaman prosedur, melainkan kesetiaan pada prinsip epistemik dan etis yang sama.

Konsistensi dijaga melalui penetapan prinsip inti yang tidak boleh ditawar: non-menghakimi,
keamanan psikologis, pembelajaran sebaya, dan penggunaan data sebagai alat refleksi.
Prinsip-prinsip ini menjadi rujukan utama dalam setiap adaptasi lokal.

Selain itu, mekanisme pengendalian mutu difokuskan pada proses, bukan hasil. Yang diperiksa
bukan skor atau output numerik, melainkan apakah ruang dialog berjalan aman, apakah
fasilitasi non-menghakimi dijaga, dan apakah data digunakan secara bertanggung jawab.
Pendekatan ini mencegah distorsi metodologi demi pencapaian angka.

Pelatihan dan pembinaan fasilitator menjadi kunci konsistensi. Fasilitator bukan sekadar
pelaksana teknis, tetapi penjaga nilai metodologis di lapangan. Investasi pada kapasitas
fasilitator lebih penting daripada memperbanyak instrumen atau laporan.

ILAK GM juga menempatkan refleksi berkelanjutan sebagai mekanisme koreksi. Umpan balik
dari daerah dikumpulkan dan digunakan untuk memperbaiki panduan nasional. Dengan
demikian, konsistensi tidak bersifat kaku, melainkan hidup dan belajar.

Dengan cara ini, ILAK GM menunjukkan bahwa skala besar tidak harus mengorbankan
kedalaman. Konsistensi metodologi dijaga bukan dengan kontrol berlebihan, tetapi dengan
komitmen bersama pada cara belajar yang jujur dan manusiawi.
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BAB IX — ETIKA, RISIKO, DAN KEHATI-HATIAN PUBLIK
Melindungi Subjek dan Makna

BAB ini menempatkan etika bukan sebagai pelengkap metodologi, melainkan sebagai fondasi
utama ILAK GM. Dalam riset publik terapan yang menyentuh isu sensitif seperti korupsi dan
melibatkan generasi muda, risiko tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, psikologis, dan
simbolik. Tanpa kehati-hatian eftis, riset yang dimaksudkan sebagai pencegahan justru dapat
melukai subjek dan merusak makna literasi itu sendiri.

Risiko pertama yang disadari sejak awal adalah risiko stigmatisasi. Ketika literasi anti-korupsi
dipadukan dengan pengukuran, selalu ada potensi data dibaca sebagai label moral: siswa
dianggap “rendah integritas”, sekolah dicap “bermasalah”, atau daerah diberi reputasi negatif.
ILAK GM secara tegas menolak logika ini. Perlindungan terhadap subjek menuntut agar data
tidak pernah digunakan untuk memberi cap, mempermalukan, atau membandingkan secara
kompetitif.

Risiko kedua adalah kerusakan keamanan psikologis. Proses refleksi etis hanya mungkin
terjadi jika peserta merasa aman untuk jujur. Jika riset dipersepsi sebagai audit moral atau alat
pengawasan, peserta akan menyensor diri dan literasi berubah menjadi kepatuhan semu.
Karena itu, prinsip non-menghakimi, anonimitas, dan kerahasiaan bukan sekadar prosedur
etis, tetapi syarat epistemik agar pengetahuan yang jujur dapat muncul.

BAB ini juga menggarisbawahi risiko reduksi makna. Ketika kompleksitas pengalaman moral
diringkas menjadi angka atau skor tunggal, makna sosial yang kaya dapat hilang. ILAK GM
menolak pembacaan data yang ahistoris dan a-kontekstual. Angka hanya bermakna jika dibaca
bersama narasi, dialog, dan konteks sosial tempat ia dihasilkan. Melindungi makna berarti
menolak simplifikasi yang merugikan pemahaman.

Risiko berikutnya adalah politisasi data. Dalam ruang publik, data sering ditarik ke dalam
kepentingan legitimasi, pencitraan, atau pembenaran kebijakan. ILAK GM menetapkan kehati-
hatian publik dengan membatasi cara publikasi dan penggunaan hasil. Tidak semua temuan
harus diumumkan, dan tidak semua data layak dijadikan indikator kinerja. Keheningan yang
bertanggung jawab kadang lebih etis daripada transparansi yang gegabah.

BAB ini juga menyoroti tanggung jawab institusional. Etika tidak berhenti pada peneliti atau
fasilitator lapangan, tetapi melekat pada lembaga pengampu. Lembaga bertanggung jawab
menjaga agar desain, pelaksanaan, dan diseminasi hasil tidak menyimpang dari tujuan
pembelajaran. Ketika tekanan eksternal muncul—baik dari kepentingan politik, media,
maupun birokrasi—lembaga harus berfungsi sebagai penyangga etis, bukan sebagai penyalur
tekanan tersebut.

Kehati-hatian publik dalam ILAK GM juga berarti mengakui batas kewenangan riset. Riset
publik terapan bukan alat untuk mengoreksi moral individu secara langsung, apalagi untuk
memberi sanksi. la adalah sarana memahami dan merawat proses belajar sosial. Menggeser
fungsi ini berarti melanggar kontrak etis dengan subjek yang telah memberikan kepercayaan.
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BAB ini menegaskan bahwa etika bukan hambatan efektivitas, melainkan syarat keberlanjutan.
Program yang melukai subjek mungkin menghasilkan data cepat, tetapi akan kehilangan
kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebaliknya, kehati-hatian yang konsisten
membangun fondasi kepercayaan yang memungkinkan pembelajaran berulang.

Pada akhirnya, melindungi subjek dan makna berarti menempatkan manusia di atas
instrumen dan tujuan di atas angka. ILAK GM memilih jalan yang lebih lambat dan lebih sunyi,
tetapi juga lebih jujur. BAB ini menjadi pengingat bahwa dalam literasi anti-korupsi, cara kita
bertindak sama pentingnya dengan nilai yang ingin kita jaga.

9.1 Risiko Stigmatisasi dan Salah Baca Data

Dalam riset publik yang menyentuh isu etika dan korupsi, risiko stigmatisasi selalu mengintai.
Data yang seharusnya dibaca sebagai cerminan proses belajar sosial dapat dengan mudah
disalahartikan sebagai penilaian moral. Siswa berisiko dicap tidak berintegritas, sekolah
dicurigai bermasalah, dan daerah dilekatkan reputasi negatif yang sulit dilepaskan. Risiko ini
tidak bersifat hipotetis, melainkan sangat nyata dalam ekosistem kebijakan yang terbiasa
bekerja dengan peringkat dan label.

Salah baca data sering terjadi ketika angka dipisahkan dari konteks. Skor yang rendah,
misalnya, dapat dibaca sebagai kegagalan moral, padahal ia mungkin justru menunjukkan
kejujuran responden atau keberanian mengakui dilema. Tanpa pemahaman epistemik yang
tepat, data reflektif justru berbalik menjadi alat simplifikasi yang menyesatkan.

Stigmatisasi juga dapat muncul secara tidak langsung melalui bahasa laporan, judul publikasi,
atau narasi media. Pilihan kata yang tidak hati-hati dapat mengubah temuan reflektif menjadi
tuduhan implisit. Karena itu, risiko stigmatisasi tidak hanya terletak pada penggunaan data,
tetapi juga pada cara data diceritakan.

Dalam konteks generasi muda, dampak stigmatisasi bersifat berlapis. la tidak hanya
memengaruhi persepsi publik, tetapi juga citra diri peserta. Siswa yang merasa dicap akan
cenderung menutup diri dan kehilangan kepercayaan pada proses pembelajaran. Literasi anti-
korupsi yang seharusnya membangun keberanian justru melahirkan ketakutan.

ILAK GM memandang bahwa risiko salah baca data adalah risiko etis, bukan sekadar risiko
komunikasi. Kesalahan interpretasi dapat merusak tujuan preventif dan menimbulkan
dampak sosial yang bertentangan dengan niat awal. Karena itu, kehati-hatian dalam membaca
dan menyajikan data menjadi bagian tak terpisahkan dari metodologi.

Dengan menyadari risiko ini sejak awal, ILAK GM menempatkan perlindungan makna sebagai
prioritas. Data tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu membutuhkan konteks, narasi, dan
tanggung jawab dalam penggunaannya.

9.2 Prinsip Non-Labeling dan Kerahasiaan

Prinsip non-labeling merupakan pilar etis utama dalam ILAK GM. Prinsip ini menegaskan

bahwa tidak ada individu, kelompok, sekolah, atau daerah yang boleh diberi label moral
|
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berdasarkan hasil riset. Literasi anti-korupsi tidak boleh berubah menjadi mekanisme
klasifikasi baik—buruk yang merusak martabat subjek.

Non-labeling dijalankan secara konkret melalui desain instrumen dan tata kelola data. Skor
individu tidak diumumkan, tidak ada peringkat sekolah, dan tidak ada kategorisasi moral yang
bersifat publik. Data diperlakukan sebagai bahan refleksi internal dan agregatif, bukan sebagai
identitas sosial yang dilekatkan.

Kerahasiaan menjadi pasangan tak terpisahkan dari prinsip non-labeling. Anonimitas
responden dijaga bukan hanya untuk memenuhi standar etika penelitian, tetapi untuk
memastikan bahwa kejujuran tetap mungkin muncul. Tanpa jaminan kerahasiaan, peserta
akan memilih jawaban aman dan literasi berubah menjadi formalitas.

Prinsip ini juga melindungi relasi antara sekolah, siswa, dan pemangku kepentingan. Ketika
kerahasiaan dijaga, sekolah tidak merasa diawasi dan siswa tidak merasa diadili. Kepercayaan
yang terbangun menjadi modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan pembelajaran.

Non-labeling bukan berarti menghindari pembacaan kritis. Pola dan risiko tetap dianalisis,
tetapi pada level struktural dan prosesual, bukan personal. Dengan demikian, kritik diarahkan
pada sistem dan dinamika sosial, bukan pada individu.

Melalui prinsip non-labeling dan kerahasiaan, ILAK GM menegaskan bahwa tujuan riset ini
adalah memahami dan merawat proses belajar, bukan menciptakan identitas moral yang kaku.

9.3 Tanggung Jawab Institusional atas Dampak Sosial

Dalam ILAK GM, tanggung jawab etis tidak berhenti pada fasilitator atau peneliti lapangan.
Lembaga pengampu memikul tanggung jawab penuh atas dampak sosial yang mungkin timbul
dari desain, pelaksanaan, dan publikasi hasil riset. Etika dipahami sebagai tanggung jawab
kolektif dan institusional.

Setiap keputusan metodologis—mulai dari pemilihan istilah, desain instrumen, hingga cara
menyajikan temuan—memiliki konsekuensi sosial. Lembaga bertanggung jawab memastikan
bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak merugikan subjek, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Ketika risiko muncul, lembaga tidak boleh berlindung di balik argumen teknis.

Tanggung jawab institusional juga berarti keberanian menahan diri. Tidak semua temuan perlu
dipublikasikan secara luas, dan tidak semua data perlu dijadikan bahan advokasi. Menjaga
keheningan dalam situasi tertentu bisa menjadi pilihan etis yang lebih bertanggung jawab
daripada keterbukaan yang gegabah.

Dalam konteks tekanan eksternal—baik dari kepentingan politik, media, maupun birokrasi—
lembaga dituntut berfungsi sebagai penyangga etis. Melindungi subjek dan makna harus
diutamakan dibandingkan kepentingan legitimasi atau pencitraan.
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Tanggung jawab ini juga mencakup mekanisme koreksi internal. Ketika terjadi kesalahan tafsir
atau dampak tak terduga, lembaga wajib melakukan refleksi dan perbaikan terbuka. Mengakui
keterbatasan adalah bagian dari etika institusional.

Dengan menempatkan tanggung jawab pada level kelembagaan, ILAK GM memastikan bahwa
literasi anti-korupsi tidak bergantung pada niat baik individu semata, tetapi dijaga oleh sistem
etis yang berkelanjutan.

9.4 ILAK GM sebagai Ruang Aman untuk Belajar

ILAK GM dirancang sebagai ruang aman untuk belajar, bukan sebagai ruang penilaian atau
pengawasan moral. Ruang aman di sini tidak berarti bebas dari kritik atau perbedaan
pendapat, melainkan bebas dari ancaman stigma, hukuman, dan pelabelan. Keamanan inilah
yang memungkinkan kejujuran dan refleksi mendalam.

Sebagai ruang aman, ILAK GM mengakui bahwa kebingungan, ambivalensi, dan bahkan
pembenaran adalah bagian dari proses belajar etis. Peserta tidak dipaksa tampil sempurna
secara moral. Sebaliknya, mereka didorong untuk memahami bagaimana pikiran mereka
bekerja ketika berhadapan dengan dilema.

Ruang aman juga berarti adanya batas yang jelas antara pembelajaran dan evaluasi formal.
Apa yang diungkapkan dalam proses ILAK GM tidak boleh digunakan untuk kepentingan
disipliner atau administratif. Pemisahan ini penting agar peserta tidak merasa dikhianati oleh
proses yang seharusnya mendukung mereka.

Dalam ruang aman, kesalahan diperlakukan sebagai sumber belajar, bukan sebagai bukti
kegagalan karakter. Pendekatan ini membangun keberanian moral jangka panjang, karena
peserta belajar bahwa refleksi jujur tidak akan berujung pada hukuman.

ILAK GM sebagai ruang aman juga berfungsi sebagai latihan kewargaan. Peserta belajar
berdialog, berbeda pendapat, dan bertanggung jawab atas argumen mereka tanpa rasa takut.
Pengalaman ini memiliki nilai jauh melampaui isu anti-korupsi semata.

Dengan menjadikan ruang aman sebagai prinsip utama, ILAK GM menegaskan bahwa
pencegahan korupsi tidak dapat dibangun di atas rasa takut. la hanya dapat tumbuh dari
kepercayaan, penghormatan, dan keberanian untuk belajar bersama.
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BAB X — PENUTUP: MERAWAT API PENCEGAHAN
ILAK GM sebagai Warisan Metodologis

BAB penutup ini tidak dimaksudkan sebagai rangkuman teknis, melainkan sebagai penegasan
makna. ILAK GM lahir dari kesadaran bahwa pencegahan korupsi yang bermakna tidak dapat
dibangun hanya dengan hukum, slogan, atau program seremonial. la menuntut keberanian
untuk merawat proses belajar sosial yang sunyi, panjang, dan sering kali tidak segera terlihat
hasilnya. Di titik inilah ILAK GM diposisikan sebagai upaya merawat api pencegahan —bukan
menyalakan kembang api sesaat.

Sepanjang buku ini, ditegaskan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan individual, melainkan
hasil dari proses sosial yang dipelajari, dinormalisasi, dan dibenarkan secara kolektif. Karena
itu, pencegahan tidak dapat direduksi menjadi larangan atau ancaman sanksi. Pencegahan
harus menyentuh cara manusia belajar bernalar, menimbang dilema, dan memahami
konsekuensi pilihan mereka dalam kehidupan sehari-hari. ILAK GM memilih bekerja di wilayah
ini, wilayah yang sering diabaikan karena tidak spektakuler.

Sebagai riset publik terapan, ILAK GM menolak logika hasil instan. la tidak menjanjikan
penurunan angka korupsi dalam waktu singkat, tidak menawarkan peringkat moral, dan tidak
menghadirkan klaim keberhasilan yang mudah dipamerkan. Yang ditawarkan adalah peta
pembelajaran: bagaimana generasi muda SLTA berpikir, bagaimana pembenaran bekerja, dan
di mana ruang-ruang rapuh perlu dirawat. Dalam konteks pencegahan, peta semacam ini jauh
lebih berharga daripada angka tunggal.

Warisan metodologis ILAK GM terletak pada konsistensi antara nilai dan cara kerja.
Pembelajaran sebaya dipilih karena ia paling jujur mencerminkan cara nilai dibentuk dalam
kehidupan nyata. Instrumen reflektif dirancang untuk mengukur tanpa menghakimi. Tata
kelola daerah—nasional disusun untuk menjaga konteks tanpa kehilangan prinsip. Etika
ditempatkan sebagai fondasi, bukan pelengkap. Keseluruhan desain ini membentuk satu
kesatuan metodologis yang dapat diwariskan lintas waktu dan konteks.

Penting untuk ditegaskan bahwa ILAK GM tidak bergantung pada momentum politik tertentu
atau dukungan pihak tertentu untuk bermakna. la dapat dijalankan ketika sumber daya dan
ekosistem memungkinkan, tetapi nilainya tidak hilang ketika ia belum dilaksanakan secara
masif. Dalam pengertian ini, ILAK GM adalah komitmen etis yang disimpan dengan sadar—
siap diaktifkan, tetapi tidak dipaksakan.

Merawat api pencegahan berartimenerima bahwa kerja ini sering tidak terlihat, tidak populer,
dan tidak selalu dihargai secara instan. Namun justru dalam kesenyapan itulah integritas
metodologis diuji. ILAK GM memilih untuk setia pada proses belajar, meski hasilnya tidak
dapat segera diklaim. Kesetiaan ini adalah bentuk tanggung jawab publik yang jarang
dibicarakan, tetapi sangat dibutuhkan.

BAB penutup ini juga mengajak pembaca—pendidik, pembuat kebijakan, peneliti, dan
warga—untuk meninjau ulang harapan terhadap literasi anti-korupsi. Jika literasi dimaknai
sebagai kemampuan bernalar, bukan sekadar kepatuhan, maka pencegahan harus dipahami
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sebagai proses yang terus dirawat, bukan proyek yang selesai. Dalam kerangka ini, kegagalan
kecil dan kebingungan bukan musuh, melainkan bagian dari pembelajaran.

Akhirnya, ILAK GM ditawarkan sebagai warisan metodologis: sebuah cara berpikir dan bekerja
yang dapat melampaui isu anti-korupsi itu sendiri. la mengajarkan bagaimana riset publik
dapat dilakukan dengan rendah hati, bagaimana data dapat diperlakukan sebagai sarana
belajar, dan bagaimana generasi muda dapat dihormati sebagai subjek yang sedang tumbuh.
Jika warisan ini dirawat, maka pencegahan tidak akan padam—ia akan tetap menyala,
perlahan, di banyak ruang belajar yang mungkin tidak pernah masuk berita, tetapi
menentukan masa depan bersama.

10.1 ILAK GM sebagai Komitmen Etis Jangka Panjang

ILAK GM sejak awal tidak dirancang sebagai respons sesaat terhadap tekanan publik atau tren
kebijakan. la lahir sebagai komitmen etis jangka panjang untuk merawat pencegahan korupsi
dari hulunya: cara manusia belajar bernalar, membenarkan, dan menolak penyimpangan.
Komitmen ini menuntut kesabaran, karena hasilnya tidak selalu kasatmata dan tidak dapat
diklaim dalam siklus anggaran yang pendek.

Sebagai komitmen etis, ILAK GM menempatkan integritas metodologi di atas tuntutan
efektivitas instan. Pilihan untuk tidak menghakimi, tidak melabeli, dan tidak memeringkat
bukanlah kelemahan desain, melainkan konsekuensi etis dari tujuan yang lebih dalam.
Pencegahan yang merusak martabat subjek justru bertentangan dengan nilai yangingin dijaga.

Komitmen jangka panjang juga berarti kesiapan untuk belajar dari keterbatasan. ILAK GM
tidak mengklaim dirinya sempurna atau final. la dibuka sebagai pendekatan yang terus
disempurnakan seiring perubahan konteks sosial, generasi, dan tantangan etis yang dihadapi.
Kerendahan hati metodologis ini menjadi bagian dari komitmen itu sendiri.

Dengan memosisikan ILAK GM sebagai komitmen etis jangka panjang, pencegahan korupsi
tidak diperlakukan sebagai agenda musiman, melainkan sebagai kerja peradaban yang
membutuhkan konsistensi lintas waktu dan generasi.

10.2 Dari Proyek ke Inisiatif Kelembagaan

Salah satu pelajaran penting dari praktik kebijakan publik adalah rapuhnya pendekatan
berbasis proyek. Program datang dan pergi mengikuti pendanaan, kepemimpinan, atau
prioritas politik. ILAK GM secara sadar menolak logika ini dengan memposisikan dirinya
sebagai inisiatif kelembagaan, bukan proyek temporer.

Sebagai inisiatif kelembagaan, ILAK GM tidak bergantung pada satu sumber daya atau satu
momentum. la disimpan sebagai desain yang matang, siap dijalankan ketika ekosistem
memungkinkan, tanpa kehilangan makna ketika belum diimplementasikan secara luas. Dalam
pengertian ini, nilai ILAK GM tidak diukur dari intensitas pelaksanaannya, melainkan dari
konsistensi prinsip yang dijaga.
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Peralihan dari proyek ke inisiatif juga mengubah cara keberhasilan dipahami. Keberhasilan
tidak lagi diukur dari jumlah kegiatan atau besarnya jangkauan semata, tetapi dari
kemampuan lembaga menjaga ruh pembelajaran reflektif dalam setiap kesempatan yang ada.
Skala bukan tujuan utama; kesetiaan pada nilai adalah penopangnya.

Dengan menjadikan ILAK GM sebagai inisiatif kelembagaan, literasi anti-korupsi ditempatkan
sebagai bagian dari identitas dan tanggung jawab institusional, bukan sebagai kewajiban
administratif yang mudah ditinggalkan.

10.3 Literasi Anti-Korupsi sebagai Proses Sosial Berulang

ILAK GM menegaskan bahwa literasi anti-korupsi tidak pernah selesai dalam satu tahap. la
adalah proses sosial berulang yang terus berlangsung seiring perubahan situasi, relasi, dan
tantangan moral. Generasi muda akan selalu berhadapan dengan dilema baru yang tidak
persis sama dengan generasi sebelumnya.

Memahami literasi sebagai proses berulang berarti menerima bahwa pembelajaran etis tidak
linier. Ada kemajuan, kemunduran, kebingungan, dan koreksi yang silih berganti. Pendekatan
ini menolak ekspektasi naif bahwa satu intervensi akan menghasilkan individu yang “kebal”
terhadap korupsi.

Proses berulang ini juga menuntut ruang refleksi yang terus dijaga. Dialog sebaya, pembacaan
dilema, dan penggunaan instrumen reflektif tidak dimaksudkan untuk menghasilkan
kesimpulan final, melainkan untuk memperbarui kesadaran secara berkala. Literasi hidup
ketika ia terus dipraktikkan, bukan ketika ia dibakukan.

Dengan cara ini, literasi anti-korupsi dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih
luas. latumbuh bersama perubahan budaya, teknologi, dan relasi kekuasaan, dan karenanya
harus selalu terbuka untuk ditinjau ulang.

10.4 Catatan Akhir: Belajar Sebelum Menghakimi

Catatan akhir ini menegaskan satu prinsip yang merangkum seluruh pendekatan ILAK GM:
belajar harus selalu didahulukan sebelum menghakimi. Dalam isu korupsi yang sarat emosi
dan kemarahan publik, dorongan untuk menghakimi sering kali lebih cepat daripada keinginan
untuk memahami. ILAK GM memilih jalan yang lebih lambat, tetapi lebih bertanggung jawab.

Mengutamakan belajar sebelum menghakimi bukan berarti menormalisasi penyimpangan
atau melemahkan sikap terhadap korupsi. Sebaliknya, ia adalah upaya memperkuat
pencegahan dengan memahami akar pembenaran dan normalisasi sejak dini. Tanpa
pemahaman ini, penghakiman hanya akan memotong gejala, bukan menyentuh sebab.

Prinsip ini juga melindungi martabat generasi muda. Dengan tidak menempatkan mereka
sebagai tertuduh, ILAK GM membuka ruang bagi kejujuran dan keberanian reflektif. Dari ruang
inilah integritas yang lebih matang dapat tumbuh.
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Sebagai penutup, ILAK GM mengajak semua pihak untuk meninjau ulang cara kita mendidik,
meneliti, dan berbicara tentang anti-korupsi. Jika kita sungguh ingin mencegah, maka kita

harus bersedia belajar—tentang manusia, tentang konteks, dan tentang keterbatasan kita
sendiri—sebelum tergoda untuk menghakimi.
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CATATAN PENUTUP BUKU

Buku ini tidak ditulis untuk membuktikan bahwa generasi muda kurang bermoral, atau bahwa
mereka berada pada posisi yang harus terus dicurigai dan diawasi. Cara pandang semacam itu
justru berisiko mengaburkan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana nilai etis dipelajari,
dinegosiasikan, dan dijalani dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ketika generasi muda gagal
dipahami sebagai subjek yang sedang bertumbuh, literasi anti-korupsi mudah tergelincir
menjadi penghakiman yang melemahkan tujuan pencegahan itu sendiri.

Melalui ILAK GM, buku ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bermula dari
ceramah, slogan, atau tuntutan kepatuhan moral. la bermula dari ruang belajar bersama—
ruang yang aman, reflektif, dan jujur—di mana generasi muda dapat membicarakan dilema,
menguji pembenaran, dan memahami konsekuensi pilihan mereka tanpa rasa takut distigma.
Di ruang semacam inilah nalar etis dibentuk, bukan dipaksakan.

Pendekatan pembelajaran sebaya yang ditawarkan dalam buku ini berangkat dari kepercayaan
bahwa generasi muda mampu berpikir, meragukan, dan belajar secara bertanggung jawab
ketika diberi ruang yang tepat. Mereka tidak membutuhkan lebih banyak pengguruan,
melainkan pendampingan yang menghormati martabat dan pengalaman mereka. Dengan
cara ini, literasi anti-korupsi tidak menjadi beban moral, tetapi proses pembelajaran sosial
yang bermakna.

Akhirnya, buku ini mengajak pembaca—pendidik, peneliti, pembuat kebijakan, dan warga—
untuk meninjau ulang cara kita memaknai pencegahan. Jika kita sungguh ingin membangun
masa depan yang berintegritas, maka kita perlu berani memulai dari cara kita belajar bersama,
bukan dari cara kita menilai dan menggurui. Pencegahan yang berkelanjutan hanya mungkin
tumbuh dari kepercayaan, dialog, dan kerendahan hati metodologis.
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Dalam konteks ini:

e S (Objek Kajian) = Literasi Anti-Korupsi Generasi Muda (ILAK GM)

o Di(Dimensi/Aspek) = substansi materi ILAK GM

e Responden = Siswa SLTA

e Lingkup = Kabupaten/Kota

o Pendekatan = Riset Publik Terapan + Peer Education

o Catatan penting: Di bawah ini bukan sikap, bukan perilaku, dan bukan skor moral,
melainkan substansi literasi yang dipelajari dan direfleksikan

S — Literasi Anti-Korupsi Generasi Muda (ILAK GM)

Outline Dimensi (Di) dan Bobot Substansi

D1 — Pemahaman Konseptual Korupsi dalam Kehidupan Sehari-hari
Bobot: 20%

Ruang lingkup substansi:
e Makna korupsi di luar definisi hukum
e Relasi antara praktik kecil dan korupsi struktural
o Korupsi sebagai proses bertahap, bukan peristiwa tunggal
e Perbedaan “melanggar aturan” dan “merusak keadilan”
Alasan bobot:
e Menjadi fondasi kognitif awal
e Penting, tetapi tidak dominan, karena ILAK GM tidak berhenti di definisi

D2 — Batas Etis, Abu-Abu Moral, dan Pembenaran

Bobot: 25%
Ruang lingkup substansi:
e Areaabu-abu benar—salah
e Pola pembenaran sosial yang lazim
e Perbedaan niat baik dan dampak buruk
e Proses pergeseran batas etis
Alasan bobot:
e Ini adalah jantung substansi literasi anti-korupsi
¢ Disinilah normalisasi mulai bekerja
e Bobot tinggi karena bersifat preventif kultural
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D3 — Keadilan, Aturan, dan Relasi Kuasa
Bobot: 20%

Ruang lingkup substansi:
o Persepsi keadilan dan ketidakadilan
e Cara membaca aturan dan pengecualian
e Pengalaman privilege, favoritisme, dan akses informal
e Relasi antara otoritas dan kepatuhan
Alasan bobot:
e Menghubungkan literasi dengan pengalaman struktural nyata
e Penting untuk membaca konteks sekolah & daerah

D4 — Risiko Sosial Kejujuran dan Keberanian Moral
Bobot: 20%

Ruang lingkup substansi:
e Biayasosial dari kejujuran
e Ketakutan dikucilkan atau dianggap tidak solid
e Pilihan diam, kompromi, atau menolak
e Kejujuran sebagai keputusan sosial
Alasan bobot:
e Menjawab kesenjangan klasik: tahu tapi tidak berani
e Kritis untuk pencegahan, namun tetap dijaga agar tidak normatif

D5 — Pembelajaran Sebaya dan Refleksi Etis

Bobot: 15%
Ruang lingkup substansi:
e Peran dialog sebaya dalam pembentukan nilai
e Perubahan cara berpikir melalui diskusi
¢ Kemampuan mendengar pandangan berbeda
o Kesadaran bahwa nilai dipelajari bersama
Alasan bobot:
e Dimensi metodologis—substantif
e Bobot lebih kecil karena berfungsi sebagai penguat proses, bukan isi nilai utama

REKAPITULASI BOBOT
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D1
D2
D3
D4
D5

Total

1)

2)

3)

4)

5)

Dimensi Substansi Utama Bobot

Pemahaman Konseptual Korupsi 20%

Batas Etis & Pembenaran 25%
Keadilan & Relasi Kuasa 20%
Risiko Sosial Kejujuran 20%
Pembelajaran Sebaya 15%
100%

D1

D2

D3

D4

D5

o

Komponen / Variabel (Xi)

X1.1 Pemaknaan Korupsi di luar Definisi Hukum (10%)
X1.2 Relasi Praktik Kecil dan Korupsi Struktural (10%)

X2.1 Pengenalan Area Abu-Abu Etis (13%)
X2.2 Pola Pembenaran Sosial yang Lazim (12%)

X3.1 Persepsi Keadilan dan Ketidakadilan (10%)
X3.2 Relasi Kuasa, Akses, dan Privilege (10%)

X4.1 Persepsi Risiko Sosial dari Kejujuran (10%)
X4.2 Strategi Menghadapi Tekanan Sosial (10%)

X5.1 Peran Dialog Sebaya dalam Pembentukan Nilai (8%)
X5.2 Refleksi Kolektif dan Perubahan Cara Berpikir (7%)

Berikut penguraian setiap Variabel Xi menjadi 10 indikator X(i,j) dalam bentuk outline
ringkas, reflektif, non-moralistik, dan aman untuk SLTA.
(Setiap indikator berupa kapasitas memahami/membaca, bukan perilaku atau sikap.)

D1 — Pemahaman Konseptual Korupsi Sehari-hari (20%)

X1.1 Pemaknaan Korupsi di luar Definisi Hukum (10%)

X1.1.1 Memahami korupsi sebagai perusakan keadilan

X1.1.2 Membedakan salah hukum dan salah etis

X1.1.3 Memahami korupsi sebagai relasi, bukan hanya tindakan
X1.1.4 Menyadari dampak sosial di luar kerugian materi

X1.1.5 Mengaitkan korupsi dengan penyalahgunaan kepercayaan
X1.1.6 Memahami korupsi tanpa pelaku “jahat” eksplisit

X1.1.7 Membaca korupsi sebagai proses bertahap

X1.1.8 Mengenali korupsi tanpa transaksi uang

|
DEMOKRASI DAN SENI MEMAKNAI DATA

52




X1.2 Relasi Praktik Kecil dan Korupsi Struktural (10%)

e X1.2.1 Memahami hubungan toleransi kecil-besar
e X1.2.2 Menyadari efek akumulatif pelanggaran kecil
e X1.2.3 Membaca normalisasi sebagai pintu awal

e X1.2.4 Menghubungkan kebiasaan dan struktur

e X1.2.5 Memahami logika “sekali saja”

e X1.2.6 Mengenali pembiasaan sosial

e X1.2.7 Membaca dampak jangka panjang

e X1.2.8 Menyadari pergeseran standar

e X1.2.9 Mengaitkan praktik pribadi dan sistem

e X1.2.10 Memahami korupsi tanpa niat awal

D2 — Batas Etis, Abu-Abu Moral, dan Pembenaran (25%)
X2.1 Pengenalan Area Abu-Abu Etis (13%)

e X2.1.1 Mengenali dilema tanpa jawaban tunggal
e X2.1.2 Memahami konflik nilai

e X2.1.3 Menyadari tekanan situasional

e X2.1.4 Membedakan ideal dan realitas

e X2.1.5 Membaca kepentingan yang bertabrakan
e X2.1.6 Menyadari ketidaknyamanan moral

e X2.1.7 Mengidentifikasi risiko pilihan

e X2.1.8 Memahami dilema sebagai proses

e X2.1.9 Menerima ketidakpastian etis

e X2.1.10 Mengakui keraguan sebagai wajar

X2.2 Pola Pembenaran Sosial yang Lazim (12%)

e X2.2.1 Mengenali “semua juga begitu”

e X2.2.2 Mengenali pembenaran solidaritas

e X2.2.3 Mengenali pembenaran tekanan

e X2.2.4 Mengenali pembenaran niat baik

e X2.2.5 Mengenali pembenaran keterpaksaan

e X2.2.6 Mengenali pembenaran otoritas

e X2.2.7 Membaca rasionalisasi bertahap

e X2.2.8 Menyadari normalisasi bahasa

e X2.2.9 Memahami pembenaran kolektif

e X2.2.10 Mengaitkan pembenaran dan kebiasaan

e X1.1.9 Menghubungkan korupsi dengan ketimpangan
e X1.1.10 Membedakan kesalahan teknis dan manipulasi etis
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D3 — Keadilan, Aturan, dan Relasi Kuasa (20%)
X3.1 Persepsi Keadilan dan Ketidakadilan (10%)

e X3.1.1 Membaca keadilan prosedural

e X3.1.2 Membaca keadilan hasil

e X3.1.3 Menyadari inkonsistensi aturan

e X3.1.4 Mengenali perlakuan berbeda

e X3.1.5 Memahami dampak ketidakadilan

e X3.1.6 Mengaitkan keadilan dan kepatuhan
e X3.1.7 Membaca rasa diperlakukan adil

e X3.1.8 Mengenali ketidakadilan simbolik

e X3.1.9 Menyadari keadilan kontekstual

X3.2 Relasi Kuasa, Akses, dan Privilege (10%)

e X3.2.1 Membaca pengaruh otoritas

e X3.2.2 Mengenali akses informal

e X3.2.3 Menyadari privilege sosial

e X3.2.4 Membaca pengecualian aturan

e X3.2.5 Mengenali favoritisme

e X3.2.6 Memahami hierarki sosial

o X3.2.7 Mengaitkan kuasa dan kepatuhan

e X3.2.8 Membaca ketergantungan relasional
e X3.2.9 Menyadari ketimpangan akses

e X3.2.10 Memahami kuasa tanpa paksaan

X4.1 Persepsi Risiko Sosial dari Kejujuran (10%)

e X4.1.1 Menyadari risiko dikucilkan
e X4.1.2 Menyadari risiko relasi
e X4.1.3 Menyadari risiko reputasi

e X4.1.5 Menyadari risiko konflik

e X4.1.6 Menyadari risiko emosional

o X4.1.7 Mengaitkan kejujuran dan kerugian
e X4.1.8 Membaca rasa takut sosial

e X4.1.9 Menyadari tekanan mayoritas

e X4.1.10 Memahami risiko diam vs bicara

X4.2 Strategi Menghadapi Tekanan Sosial (10%)

e X3.1.10 Mengaitkan keadilan dan kepercayaan

D4 — Risiko Sosial Kejujuran dan Keberanian Moral (20%)

e X4.1.4 Menyadari risiko kehilangan dukungan
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e X4.2.1 Mengenali strategi diam

e X4.2.2 Mengenali strategi kompromi

e X4.2.3 Mengenali strategi penolakan

o X4.2.4 Mengenali strategi penghindaran

e X4.2.5 Mengenali strategi rasionalisasi

e X4.2.6 Mengenali strategi bertahan

e X4.2.7 Mengaitkan strategi dan konteks

e X4.2.8 Membaca batas kemampuan personal
e X4.2.9 Menyadari pilihan bertahap

e X4.2.10 Memahami strategi sebagai proses

D5 — Pembelajaran Sebaya dan Refleksi Etis (15%)
X5.1 Peran Dialog Sebaya dalam Pembentukan Nilai (8%)

e X5.1.1 Menghargai kesetaraan suara

e X5.1.2 Mendengar pengalaman teman

e X5.1.3 Membaca pengaruh argumen sebaya
e X5.1.4 Menyadari pembelajaran horizontal

e X5.1.5 Mengaitkan dialog dan pemahaman
e X5.1.6 Mengelola perbedaan pandangan

e X5.1.7 Menyadari tekanan sebaya

e X5.1.8 Menggunakan dialog untuk refleksi

e X5.1.9 Menyadari perubahan melalui diskusi
e X5.1.10 Menghargai proses dialog

X5.2 Refleksi Kolektif dan Perubahan Cara Berpikir (7%)

e X5.2.1 Menyadari perubahan sudut pandang
e X5.2.2 Merevisi pembenaran awal

e X5.2.3 Mengakui keterbatasan diri

e X5.2.4 Belajar dari pandangan berbeda

e X5.2.5 Menyadari proses belajar bersama

e X5.2.6 Mengaitkan refleksi dan pengalaman

e X5.2.7 Menghargai proses, bukan hasil

e X5.2.8 Menyadari pembelajaran bertahap

e X5.2.9 Menerima ketidaksepakatan

e X5.2.10 Memahami refleksi sebagai kebiasaan

Catatan Akhir Teknis

e Seluruh X(i,j) adalah indikator reflektif
-
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o Tidak digunakan untuk:
o menilai individu
o memberilabel moral
o menghukum sekolah/daerah
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